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ABSTRAK

IMPLIKASI PAKTA INTEGRITAS PARTAI POLITIK TERHADAP
PENYUSUNAN CALON LEGISLATIF PEMILIHAN UMUM 2019

(Studi pada Partai NasDem, Partai Amanat Nasional dan Partai Golongan
Karya di Provinsi Lampung)

Oleh:

Zenia Fidia Wati

Pakta integritas dalam pemilihan umum legislatif menjadi tumpuan dan sebagai
syarat dalam partai politik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui
perbandingan partai yang mematuhi pakta integritas dan yang tidak mematuhi
pakta integritas terhadap penyusunan calon legisltaif pemilihan umum pada Partai
NasDem, PAN dan Partai Golkar. Dengan menggunakan teori dari Katz dan
Crotty (2006) tentang tipologi partai politik yaitu kaukus elit atau partai kader,
partai massa, catch-all atau partai electoralis, partai kartel dan partai firma bisnis.
Selain menggunakan teori tersebut juga menggunakan indikator pakta integritas
sebagai ukuran perbandingan ketiga partai politik. Tipe penelitian ini adalah
deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan melibatkan kader Partai NasDem,
kader PAN, kader Partai Golkar, anggota KPU dan anggota Bawaslu sebagai
narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi dari Pakta
Integritas Partai NasDem, PAN dan Partai Golkar terhadap penyusunan calon
legislatif pemilihan umum 2019 di Provinsi Lampung yaitu Partai NasDem tidak
mencalonkan anggotanya yang pernah menjadi narapidana dan mematuhi pakta
integritas karena Partai NasDem tidak memberikan toleransi terhadap anggota
partainya yang terlibat kasus apapun dengan memberhentikan anggota tersebut
dari partai, sementara PAN dan Partai Golkar tetap mencalonkan anggotanya yang
mantan narapidana sebagai calon legislatif di Provinsi Lampung. PAN dan Partai
Golkar bisa dikatakan tidak mematuhi pakta integritas, tetapi mereka tetap
mencalonkan anggota mantan narapidana karena ada aturan lain yang
memperbolehkan mantan narapidana dicalonkan pada Peraturan KPU Nomor 14
tahun 2018, Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 30
tahun 2018.

Kata kunci: Pakta Integritas Partai Politik, Mantan Narapidana, Pemilihan
Legislatif Lampung



ABSTRACT

IMPLICATION OF THE INTEGRITY OF POLITICAL PARTIES ON
THE PREPARATION OF 2019 GENERAL LEGISLATIVE ELECTIONS
(Study of the NasDem Party, National Mandate Party and Golongan Karya

Party)

By

Zenia Fidia Wati

Integrity pacts in legislative elections become the foundation and conditions in
political parties. The purpose of this study is to find out the comparison of parties
that obey the integrity pact and who do not obey the integrity pact towards the
preparation of general election legislative candidates in the NasDem, PAN and
Golkar Party. By using the theory from Katz and Crotty (2006) about the typology
of political parties namely elite caucuses or cadre parties, mass parties, catch-all
or electoralis parties, cartel parties and party business firms. In addition to using
the theory, it also uses the integrity pact indicators as a measure of the comparison
of the three political parties. This type of research is despcriptive with a
qualitative approach involving the cadres of the NasDem Party, cadres of PAN,
Golkar Party cadres, KPU members and Bawaslu members as resource persons.
The results of this study indicate that implications of the Integrity Pact of the
Nasdem Party, PAN and Golkar Party for the preparation of the 2019 legislative
candidates in Lampung Province namely the NasDem Party does not nominate
members who have been convicts and do not violate the integrity pact because the
NasDem Party does not tolerate members of the party involved in any case with
dismiss the member from the party, while PAN and the Golkar Party continued to
nominate their former prisoners as legislative candidates in Lampung Province.
PAN and the Golkar Party can be said to violate the integrity pact, but they still
nominate members of ex-prisoners because there are other rules that allow ex-
prisoners to be nominated in KPU Regulation Number 14 of 2018, KPU
Regulation Number 21 of 2018 and KPU Regulation Number 30 of 2018.

Keyword: Political Party Integrity Pact, Ex Convict, Legislative Election
Lampung
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I.  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya partai politik dikarenakan adanya kebutuhan pemerintah dalam

mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam membuat suatu kebijakan.

Partai politik sesungguhnya merupakan sebuah kendaraan, yang fungsinya

untuk menyatukan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama

dalam penyelenggaraan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2011 Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk

oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela

kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

David dan Boyle (2000:31) menyatakan bahwa partai politik merupakan

lemaga penyalur kepentingan. Lembaga yang menyalurkan aspirasi

masyarakat dan juga kepentingan penguasa. Partai politik sendiri

merupakan penyangga berjalannya demokrasi. Selama demokrasi mampu

dan dianggap sebagai suatu cara yang bijaksana untuk mewujudkan
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kedaulatan rakyat maupun kesejahteraan rakyat maka keberadaan partai

politik tidak bisa dipungkiri lagi.

Kehadiran partai politik tidak otomatis menghadirkan sistem yang

demokratis dan sehat. Pada negara-negara otoriter, kehadiran partai politik

seringkali justru disalahgunakan untuk melestarikan sistem otoriter itu

sendiri. Selain itu, di dalam sistem demokrasi pun tidak semua partai

politik bisa memberikan kontribusi positif bagi perkembangan kualitas

demokrasi.

Muryanto Amin (2014:1-2) menyatakan bahwa indikator pelaksanaan

demokrasi, tidak begitu lancar terjadi di partai politik. Kegiatan yang

dilakukan partai politik selalu dilihat dalam konteks inkonsistensi politik.

Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah hubungan

diantara partai-partai politik dan perkembangan demokrasi.

Kita semua tahu bahwa dalam demokrasi tak langsung yang diterapkan

dihampir semua negara modern, termasuk Indonesia, partai politik menjadi

pilar utama dan terpenting bagi terlaksananya demokrasi perwakilan. Agar

memungkinkan terlaksananya pemerintahan, rakyat harus mempercayakan

hak-hak politiknya kepada para wakilnya di DPR, sementara wakil rakyat

ini direkrut melalui partai-partai politik yang ada dan memenuhi syarat

untuk dipilih.

Permasalahan tersebut yang memperlihatkan suatu inkonsistensi politik.

Sistem politik Indonesia tidak diimbangi dengan hidupnya internal
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demokrasi dalam partai politik. Kita berhadapan dengan kemungkinan

munculnya demokrasi Indonesia yang tidak stabil karena partai-partai

politik tidak memperlihatkan stabilitas politik dalam dirinya.

Schattschneider E.E (1942:42) menyatakan bahwa partai politik

mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam

setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat

strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan

banyak yang berpendapat bahwa partai politik yang sebetulnya

menentukan demokrasi, “political parties created democracy”. Partai

politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat

pelembagaannya (the degree of institutionalization) dalam setiap sistem

politik yang demokratis “modern democracy is unthinkable save in terms

of the parties”.

Setiap negara demokrasi, kedudukan dan peranan lembaga haruslah sama

kuatnya dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan “checks and

balances”. Akan tetapi jika lembaga-lembaga negara tersebut tidak

berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif, atau lemahnya

kewibawaan lembaga dalam menjalankan fungsinya masing-masing, maka

yang sering terjadi adalah partai politik yang tidak berprilaku demokratis

yang akan menguasai dan mengendalikan seluruh proses penyelenggaraan

fungsi-fungsi pemerintahan.

Menurut Warsito (1999:94) partai politik cenderung lebih mementingkan

kepentingan partai atau kelompoknya masing-masing dan bukan
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mementingkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Selain

memperjuangkan kepentingan rakyatnya, partai politik juga menyuguhkan

konflik internalnya dan juga perebutan kekuasaan yang makin hari

semakin terasa sengit.

Padahal kepentingan masyarakat selalu menjadi hal yang utama bagi

partai-partai politik terutama pada saat berkampanye pada pemilu. Suara

masyarakat tidak tersampaikan dengan baik yang berakibat setiap

kebijakan politik yang dilakukan tidak berpihak kepada masyarakat tetapi

lebih berpihak kepada kepentingan segelintir orang ataupun kepentingan

golongan saja.

Buruknya citra partai saat ini tidak terlepas dari beragam sikap dan

langkah yang ditampilkannya dihadapan publik selama ini. Kinerja partai

politik dalam segala bidang kegiatan lumpuh. Sementara itu, perpecahan di

dalam partai serta dugaan keterlibatan anggota-anggotanya di dalam

perkara korupsi menjadikan publik cenderung menilai negatif partai

politik. Partai politik dan para politisi partai politik bahkan menjadi contoh

yang buruk dalam penegakan tata kelola pemerintahan yang baik dan

bersih karena kasus-kasus suap dan korupsi yang melibatkan para pejabat

publik yang berasal dari parpol.

Syamsuddin, dkk (2017:1-2) menyatakan bahwa sebagai pilar utama

sistem demokrasi, partai politik semestinya dikelola secara transparan,

demokratis, dan akuntabel, baik terkait tata kelola sumberdaya manusia,

pengelolaan aset dan sumberdaya finansial, maupun terkait manajemen
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partai sebagai organisasi modern. Tata kelola yang transparan, demokratis,

dan akuntabel merupakan suatu keniscayaan agar partai politik dapat

memberi kontribusi positif bagi peningkatan kualitas kehidupan demokrasi

pada umumnya dan terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dan

bersih dari korupsi pada khususnya.

Korupsi politik, diawali karena tidak adanya pembatasan praktek-praktek

investasi. Korupsi tersebut jelas mempengaruhi kebijakan, memberi atau

menerima uang dengan melanggar hukum. Ini harus jadi perhatian kita

semua. Harus diakui bahwa perubahan partai politik cenderung berbeda,

lebih mengarah pada pengelolaan partai politik yang tidak berintegritas,

dan sulit disebut mendorong terwujudnya good governance, karena pada

sejumlah kasus justru praktik-praktik bad governance lebih menonjol.

Terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan krisis kepercayaan

masyarakat terhadap partai politik. Pertama, banyaknya kader parpol yang

terjerat kasus korupsi. Kedua, konflik internal partai yang muncul di

publik. Ketiga, adanya pelanggaran etika yang dilakukan kader parpol.1

Partai politik adalah salah satu institusi terpenting yang menjadi pilar

bangunan sistem demokrasi perwakilan selain institusi pemilihan umum

(pemilu), lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga pers

yang bebas. Begitu penting dan strategis kedudukan partai politik sehingga

sering dikemukakan, tidak ada demokrasi tanpa kehadiran dan peran partai

politik didalamnya.

1sumber: id.beritasatu.com diakses pada 5 November 2018 pukul 20:48 WIB
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Seperti diamanatkan oleh UUD 1945 hasil amandemen, partai politik

adalah peserta pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR dan DPRD,

dan pengusung pasangan calon dalam pemilihan presiden dan wapres

(pilpres). Dalam perkembangannya kemudian, melalui undang-undang

yang disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, partai politik juga

merupakan pengusung pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah

untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota beserta para wakilnya.Di

samping itu, partai politik melalui DPR, adalah penentu akhir seleksi

hampir semua jabatan publik, baik anggota maupun pimpinan komisi-

komisi negara.

Sigit Pamungkas (2011:89) menyatakan bahwa salah satu fungsi

terpenting dari partai politik yaitu proses rekrutmen politik. Proses

rekrutmen politik tersebut melahirkan wakil-wakil partai politik untuk

mencalonkan diri menjadi wakil rakyat. Rekrutmen yang dilakukan partai

politik itu sendiri hendaknya melahirkan wakil-wakil yang berkualitas dan

dapat menjaga elektabilitas dari partai politik itu sendiri.

Proses seleksi calon anggota legislatif merupakan salah satu hal terpenting

dalam pemilu. Normalnya, untuk menentukan calon anggota legislatif dari

suatu partai politik harus melalui tahap-tahap. Fenomena yang terjadi saat

ini, banyak kasus bahwa siapa yang memiliki popularitas yang tinggi dan

kemudian masuk menjadi anggota partai politik langsung menduduki

jabatan penting di dalam politik tersebut. Untuk mendapatkan calon

legislatif, partai politik tidak memperhatikan latar belakang, kualitas dan
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pengalaman orang tersebut dalam berorganisasi. Partai politik hanya

menginginkan quota calon anggota legislatif dari partainya terpenuhi agar

para anggota yang ingin menjadi anggota legislatif dapat maju dalam

pemilu mendatang.

Setiap masa pemerintahan, performance lembaga legislatif selalu diwarnai

permasalahan yang tidak seharusnya dilakukan sebagai wakil rakyat, yaitu

perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Seharusnya, demi

menegakkan etika dan moralitas, seorang elit politik pada partai politik

sudah sepatutnya memberikan pernyataan politik kepada konstituennya

demi mendukung upaya penegakan hukum. Namun, di sisi lain partai

politik sering menutupi kesalahan yang dilakukan oleh kadernya.

Proses penyusunan calon legislatif tentunya harus menaati pakta integritas

yang merupakan janji atau pernyataan tentang komitmen melaksanakan

seluruh tugas, fungsi, wewenang serta peran sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Namun, dalam penyusunan calon legislatif

pemilihan umum 2019 di Lampung, terdapat beberapa partai politik yang

tetap mencalonkan kader partainya meskipun pernah melakukan tindak

pidana korupsi. Berikut adalah daftar calon legislatif partai politik yang

pernah melakukan tindak pidana korupsi:
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Tabel 1. Daftar Caleg yang Pernah Melakukan Tindak Pidana Korupsi

No. Nama Politisi Asal Partai Politik
1. Junaidi Partai Golongan Karya
2. Bonanza Kesuma Partai Amanat Nasional
3. Andi Gunawan Partai Persatuan Indonesia
4. Usman Effendi Partai Kebangkitan Bangsa
5. Mat Muhijar Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan
6. Farit Wijaya Partai Demokrat
7. Alhajar Sahyan Partai Gerakan Indonesia Raya

Sumber: KPU Provinsi Lampung

Penyimpangan yang dilakukan oleh kader partai politik tersebut diatas

jelas terjadi karena perekrutan yang tidak sesuai syarat-syarat yang telah

ditentukan dan cenderung asal-asalan yang mengakibatkan tindakan

kecurangan sehingga mencoreng nama partai politik itu sendiri. Terasa

ironis ketika partai politik tetap mengajukan bekas narapidana korupsi

sebagai calon anggota legislatif. Sehubungan dengan calon legislatif

tersebut di atas yang tetap dicalonkan oleh partai meskipun pernah

terpidana korupsi, tentunya tidak sesuai dengan pakta integritas yang telah

berlaku dan ditentukan.

Penulis ingin melakukan penelitian perbandingan terhadap partai politik

yang mematuhi pakta integritas dan yang tidak mematuhi pakta integritas.

Partai yang dipilih penulis yaitu Partai Golongan Karya, Partai Amanat

Nasional dan Partai NasDem. Penulis memilih ketiga partai tersebut

karena Partai Golongan Karya dan Partai Amanat Nasional tetap

mencalonkan kadernya di Provinsi Lampung meskipun pernah terpidana

korupsi, sementara partai NasDem tidak menentang pakta integritas yang

telah ditetapkan.
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Sebagai bahan referensi atas penelitian ini, maka penulis mencantumkan

beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal yang berhubungan dengan

integritas partai politik. Penelitian pertama oleh Gandha Widyo Prabowo

tahun 2017 dengan judul jurnal yaitu Integritas Pemilu: Proses Verifikasi

Peserta Pemilu di KPUD pada Pemilu Legislatif 2014. Penelitian ini

menunjukkan praktik-praktik transaksional antara penyelenggara pemilu

dan partai politik peserta pemilu masih terjadi dengan tujuan

mempermudah proses verifikasi, prosedur verifikasi yang dijalankan

KPUD masih rentan terhadap gugatan dari peserta pemilu dan fungsi

pengawasan oleh lembaga pengawasan pemilu dalam proses verifikasi

tidak maksimal karena lembaga ini baru terbentuk disaat proses sudah

berjalan.

Penelitian kedua oleh Hendrian Haswara Bayu tahun 2017 dengan judul

jurnal yaitu Re-desain Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat

Pemungutan Suara (TPS) dalam Meningkatkan Integritas Hasil Pemilu.

Penelitian ini membahas tentang terjadi kecurangan Pemilu atau electoral

malpractice pada proses penghitungan suara pada tingkat Tempat

Pemungutan Suara (TPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan

beberapa kelemahan dalam mengurangi potensi terjadinya manipulasi dan

kesalahan pengisian data administrasi pemilu dalam Sertifikat Hasil

Penghitungan Suara pada Pemilu Tahun 2014, sehingga menyebabkan

peluang terjadinya kesalahan administratif dan kecurangan pemilu

(electoral malpractice).
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Penelitian ketiga oleh Heni Yulianto, dkk tahun 2009 dengan judul jurnal

yaitu Strategi Mendorong Penerapan Pakta Integritas. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi penerapan pakta integritas

yang berlaku dalam partai politik sehingga para anggota partai politik bisa

menjalankan tugasnya sesuai dengan pakta integritas yang sudah

ditetapkan.

Penelitian keempat oleh Muhamad Saleh dan Dimas Firdausy Hunafa

tahun 2018 dengan judul jurnal yaitu Pemilu Berintegritas: Menggagas

Pencabutan Hak Politik Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi yang

Dipilih Melalui Pemilihan Umum. Permasalahan dalam penelitian ini

adalah pertama, apa urgensi pencabutan hak politik bagi napi korupsi.

Kedua, bagaimana gagasan yang ditawarkan untuk mengatur regulasi

pencabutan hak politik bagi napi korupsi. Hasil penelitian menyimpulkan

bahwa pertama, jabatan publik harus diisi oleh orang yang bersih dari

korupsi. Kedua, penerapan pencabutan hak politik sebagai efek jera.

Penelitian kelima oleh Andrie Susanto tahun 2017 dengan judul jurnal

yaitu Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu.

Disproporsionalitas beban tugas KPPS ini menjadi salah satu akar

permasalahan saat pemungutan dan penghitungan suara pemilu legislatif

tahun 2014. Hasil penelitian menemukan beberapa kelemahan dalam

disproporsionalitas beban tugas KPPS, yang menyebabkan irreguralitas

dan malapraktik, serta mempengaruhi kesehatan penyelenggara.
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Berdasarkan apa yang telah diulas pada penelitian terdahulu mengenai

integritas partai politik pada penyusunan calon legislatif pemilu. Terdapat

perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian ini

mengangkat judul “Implikasi Pakta Integritas Partai Politik Terhadap

Penyusunan Calon Legislatif Pemilihan Umum 2019 (Studi pada Partai

NasDem, PAN dan Partai Golkar di Provinsi Lampung)” yang bertujuan

untuk membandingkan partai yang mematuhi pakta integritas dan partai

yang tidak mematuhi pakta integritas terhadap penyusunan calon legislatif

pemilihan umum 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka yang menjadi

rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

Bagaimana perbandingan partai yang mematuhi pakta integritas dan partai

yang tidak mematuhi pakta integritas terhadap penyusunan calon legislatif

pemilihan umum 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini untuk

mengetahui perbandingan partai yang melanggar mematuhi dan partai

yang tidak mematuhi pakta integritas terhadap penyusunan calon legislatif

pemilihan umum 2019.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:



12

1. Manfaat teoritis

Sebagai referensi tambahan khasanah ilmu politik dalam hal

khususnya studi Ilmu Pemerintahan untuk membandingkan partai yang

mematuhi pakta integritas dan yang tidak mematuhi pakta integritas

terhadap penyusunan calon legislatif pemilihan umum 2019. Karena

pakta integritas merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam

melakukan penyusunan calon legislatif sehingga dapat menghasilkan

calon pemimpin yang berkualitas disertai dengan keterbukaan dan

kejujuran dalam melaksanakan tugasnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan pula memberikan kontribusi masukan

positif dan manfaat bagi para pembaca khususnya jurusan Ilmu

Pemerintahan yang berkenaan dengan perbandingan partai yang

mematuhi pakta integritas dan yang tidak mematuhi pakta integritas

terhadap penyusunan calon legislatif pemilihan umum 2019. Penelitian

ini dapat dikembangkan lagi menggunakan variable yang lebih

mendalam.



II.  TINJAUAN PUSTAKA

A. Implikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998:114) implikasi

didefinisikan sebagai akibat langsung atau konsekuensi atas temuan hasil

suatu penelitian. Menurut Islamy dalam bukunya yang berjudul Prinsip-

Prinsip Kebijakan Negara (2002:114-115) implikasi adalah segala sesuatu

yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka yang dimaksud dengan

implikasi dalam penelitian ini adalah suatu akibat yang terjadi atau

ditimbulkan pelaksanaan kebijakan atau program tertentu bagi sasaran

pelaksanaan program baik yang bersifat baik maupun yang tidak baik

dalam pelaksanaannya.

B. Pakta Integritas

Banyak yang menggunakan pakta integritas tanpa mendalami makna dan

konsekuensinya. Akibatnya, pakta integritas hanya jadi jargon pertanda

janji itikad baik. Janji kampanye antikorupsi hanya politik pencitraan.

Akibatnya banyak politisi memperkaya diri demi kepentingan pribadi

dengan korupsi.
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1. Pengertian Pakta Integritas

Secara konsep, pakta integritas merupakan instrumen pencegahan

tindak kejahatan publik, mengikat individu atau institusi untuk

berintegritas. Secara institusi, instrumen ini digunakan untuk

mengurangi biaya bisnis dalam proses privatisasi, perizinan dan

pengadaan barang dan jasa.

Heni Yulianto, dkk (2009:4) menyatakan bahwa syarat mutlak dan

mendasar keberhasilan pendekatan moral pakta integritas adalah

adanya keteladanan dari pimpinan suatu wilayah atau institusi serta

komitmen serius dari seluruh pihak untuk menjaga konsistensi

penerapan pakta integritas. Jika penandatanganan pakta integritas

hanyalah menandatangani selembar naskah tanpa disertai penerapan

secara menyeluruh, maka hal tersebut bukanlah pakta integritas,

namun hanyalah komitmen atau pernyataan integritas.

2. Tujuan Pakta Integritas

Tujuan pelaksanaan pakta integritas meliputi:

a. Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan

pemberantasan korupsi;

b. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta

memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien

dan akuntabel;

c. Mewujudkan pemerintahan dan masyarakat Indonesia yang mauu,

mandiri, bertanggung jawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh
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nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang dasar 1945 dan

Pancasila.2

Pakta integritas mensyaratkan setidaknya ada tiga elemen dasar. Pertama,

adanya kesepakatan dan pernyataan integritas oleh pejabat publik. Kedua,

adanya pengakuan publik dan terbuka. Ketiga, adanya sanksi dan arbitrase

sebagai konsekuensi dan resolusi konflik. Pakta integritas awalnya

digunakan untuk mempermudah infiltrasi bisnis di awal fase globalisasi

kapital.3

Pasal 6 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur

tentang Pakta Integritas. Dengan adanya pakta integritas, maka seluruh

pihak termasuk partai politik untuk tidak mencalonkan mantan narapidana

kasus korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Posisi

pemerintah adalah menjaga agar tidak ada peraturan yang menyimpang

dari Undang-Undang yang telah dibahas bersama antara Pemerintah dan

DPR.

Bawaslu dan KPU sama-sama memberikan pakta integritas untuk

ditandatangani pimpinan partai politik. Yang tujuannya agar partai politik

tidak mencalonkan bekas narapidana korupsi.4

Adapun poin-poin pakta integritas Bawaslu adalah:

1. Memegang teguh Pancasila dan UUD 1945;

2sumber: wikiapbn.org diakses pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 19:47 WIB
3sumber: nasional.kompas.com diakses pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 19:34 WIB
4sumber: kompas.id diakses pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 20:13 WIB
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2. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta mempertahankan

NKRI;

3. Menyukseskan Pemilu 2019 secara demokratis, jujur, adil, dan

bermartabat;

4. Tidak meminta imbalan kepada calon anggota DPR dan DPRD serta

calon presiden dan wakil presiden;

5. Tidak melakukan kampanye hitam dan memproduksi kebencian

berdasarkan SARA dalam Pemilu 2019;

6. Tidak melakukan praktik politik uang;

7. Tidak melakukan suap, memanfaatkan dan/atau memengaruhi penye-

lenggara pemilu;

8. Tidak mencalonkan anggota DPR, DPRD atau presiden dan wakil pre-

siden yang melakukan atau terlibat tindak pidana korupsi, obat-obatan

terlarang, terorisme dan kejahatan seksual.

Selain pakta integritas tersebut diatas, masing-masing partai politik juga

memiliki pakta integritas tersendiri dalam penyusunan calon legislatif

pemilu 2019 mendatang yang ditandatangani langsung oleh masing-

masing pimpinan partai. Berikut isi dari pakta integritas partai politik

tersebut, yaitu:

1. Dalam proses seleksi bakal calon, kami menjamin seluruh bakal calon

anggota DPRD Provinsi Pemilu 2019 yang diajukan kepada KPU

Provinsi memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak

melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme atau melakukan

pelanggaran hukum.
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2. Nama-nama bakal calon anggota DPRD Provinsi yang tercantum

dalam formulir Model B.1 bukan merupakan mantan terpidana bandar

narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi.

3. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam

PAKTA INTEGRITAS ini, yaitu terdapat bakal calon yang

diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon

Sementara/calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calon

terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana bandar narkoba,

kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi, kami bersedia

dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan bakal calon yang

diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon

Sementara/calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calon

terpilih anggota DPRD Provinsi di daerah pemilihan yang

bersangkutan.

Demikian PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dengan sesungguhnya

sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPRD

Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu)

rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.5

Penggunaan pakta integritas akan menimbulkan kebingungan publik,

terutama ketika mengukur komitmen nilai-nilai integritas yang dianut

parpol. Jika diterapkan secara salah atau setengah-setengah, pakta

integritas ini akan memunculkan konflik nilai dan tidak konsisten. Pada

5sumber: berdasarkan hasil Pra Riset pada tanggal 11 Desember 2018
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titik ini, publik akan menganggap pakta integritas hanya dibuat untuk

kepentingan semata.

C. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Menurut Bambang Sunggono (1992:7) partai politik pertama lahir di

negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat

merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan

dalam proses politik, maka partai-partai politik telah lahir secara

spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan

pemerintah. Melalui partai politik inilah rakyat turut berpartisipasi

dalam hal memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi-aspirasinya atau

kepentingan-kepentingannya. Dengan demikian, proses artikulasi

kepentingan tersalurkan melalui partai politik.

Ramlan Surbakti (1992:113) menyatakan bahwa partai politik dalam

dunia perpolitikan, khususnya dalam politik lokal akan mudah

dipahami dengan mengerti terlebih dahulu definisi partai politik. Ada

tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik. Pertama,

teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal

dan timbulnya partai politi. Kedua, teori situasi historik yang melihat

timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk

mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat

secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik

sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.
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Miriam Budiarjo (2008:403) menyatakan bahwa berangkat dari

anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi partai politik

bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa

sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan

begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembutan dan

pelaksanaan keputusan.

Beberapa ahli politik telah mengemukakan definisi partai politik,

diantaranya yaitu menurut ahli politik Carl J. Friedrich yang dikutip

(dalam Miriam Budiarjo, 2008:403) adalah sebagai berikut:

“Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara

stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan

terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan

penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya

kemanfaatan yang bersifat ideal serta materiil”.

Kemudian Sigmund Neumann (dalam Miriam Budiarjo, 2008:403)

mengemukakan definisi partai politik sebagai berikut:

“Partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang

berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut

dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau

golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang

berbeda”.
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Menurut Ramlan Surbakti (1992:116) partai politik merupakan

sekelompok orang yang terorganisir secara rapi yang dipersatukan oleh

persamaan ideologi yang bertujuan untuk mencari dan

mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum guna

melaksanakan alternatif kebijakan yang telah mereka susun. Alternatif

kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemanduan

berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara

mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan

kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain

yang sah.

Timothy (1998:11) perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata

rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Atau dalam

bahasa lain, partai politik menjadi jembatan antara masyarakat sipil

dengan pemerintah.

Dari berbagai penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa partai politik

merupakan sebuah organisasi yang dibentuk berdasarkan kumpulan

orang-orang yang memiliki kesamaan tujuan untuk mendapatkan

sebuah kekuasaan dalam pemerintahan dan menjadi penghubung

antara masyarakat sipil dengan pemerintah, yang memberikan

informasi secara bottom up maupun top down.

2. Fungsi Partai Politik

Miriam Budiarjo (dalam A. Rahman H. I, 2007:103-104) menyatakan

bahwa fungsi dari partai politik sebagai berikut.
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a. Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan fungsi menyalurkan berbagai

macam pendapat dan aspirasi masyarakat ditengah keberagaman

pendapat masyarakat modern yang terus berkembang. Pendapat

atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tidak

berbekas apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat

dan aspirasi orang lain yang senada, proses tersebut dinamakan

(interest aggregation).

Setelah itu, partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan

yang kemudian dimasukkan dalam program atau platform partai

untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada

pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (public policy).

Demikianlah tuntutan masyarakat disampaikan kepada pemerintah

melalui partai politik.

b. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan sebuah proses dimana seseorang

memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang

umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada. Proses ini

merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik

(political culture) suatu bangsa karena proses penyampaiannya

tersebut berupa norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke

generasi berikutnya.
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Seorang ahli sosiologi politik M. Rush (dalam A. Rahman H.I.,

2007:103-104) merumuskan suatu definisi sebagai berikut:

Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam

masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini

sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap

fenomena politik. (political socialization may be defined is the

process by which individuals in a given society become acquainted

with the political system and which to a certain degree determines

their perceptions and their reactions to political phenomena).

c. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan fungsi untuk mempersiapkan

kepemimpinan internal maupun nasional karena setiap partai

membutuhkan kader-kader yang berkualitas untuk dapat

mengembangkan partainya. Rekrutmen politik menjamin

kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu

cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

d. Pengatur Konflik Politik

Pengatur konflik poitik merupakan funsgi untuk membantu

mengatasi konflik diantara masyarakat atau sekurang-kurangnya

dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat

ditekan seminimal mungkin.

Melekatnya beberapa fungsi dalam partai politik diatas, partai politik

menjadi salah satu actor penting bagi tegaknya negara demokrasi. Hal

ini dikarenakan partai politik menjadi sarana mobilitas aspirasi
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masyarakat dan pemerintah. Selain itu, partai politik menjadi sarana

informasi dalam memberikan penjelasan-penjelasan mengenai

keputusan-keputusan politik yang diambil pemerintah.

David Mckay (dalam Jurdi, 2014:141) juga menjelaskan fungsi lain

dari partai politik sebagai berikut:

a. Agregasi Kepentingan

Fungsi ini adalah posisi partai sebagai alat untuk mempromosikan

serta mempertahankan kepentingan dari kelompok-kelompok

sosial yang ada.

b. Memperdamaikan Kelompok dalam Masyarakat

Untuk membantu memperdamaikan aneka kepentingan yang saling

bersaing dan berkonflik dari masyarakat, dengan menyediakan

platform penyelesaian yang seragam dan disepakati bersama.

c. Staffing Government

Untuk mengajukan orang-orang yang akan menjadi pejabat publik,

baik baru maupun menggantikan yang lama.

d. Mengkoordinasi Lembaga-Lembaga Pemerintah

Untuk mengkoordinasi aneka lembaga pemerintah yang saling

berbeda untuk tetap memperhatikan kepentingan politik publik.

e. Mempromosikan Stabilitas Politik

Untuk mempromosikan stabilitas politis, meminimalisir konflik

dengan menyaring informasi-informasi yang memunculkan potensi

konflik.
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Janos simon membagi fungsi partai politik menjadi enam dalam Simon

(2003:17-27) yaitu:

a. Fungsi Sosialisasi Politik

Sebagai agen guna mengisi norma-norma dan nilai-nilai yang ada

pada diri individu.Peran ini semakin besar di negara-negara dengan

sistem multi partai.

b. Fungsi Mobilisasi

Untuk membawa warga negara kedalam kehidupan publik,

mengurangi ketegangan sosial yang ditampakkan oleh kelompok-

kelompok yang termobilisasi.

c. Fungsi Partisipasi

Untuk membawa warga negara aktif dalam kegiatan politik.

d. Fungsi Legitimasi

Mengacu pada kebijakan politik mendukung dan mempercayai

kebijakan pemerintah maupun eksistensi sistem politik.

e. Fungsi Representasi

Ikut pemilihan umum dan memenangkan sejumlah suara, akan

menempatkan wakilnya di dalam parlemen.

f. Fungsi Aktivitas dalam Sistem Politik

Menjabarkan programnya dan menyiapkan anggota-anggotanya

untuk menjalankan program tersebut.

Matthias Caton (2007:7) menyebutkan bahwa ada berbagai fungsi

partai politik. Pertama, fungsi artikulasi kepentingan, yaitu
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mengembangkan program-program dan kebijakan pemerintah yang

konsisten. Kedua, fungsi agregasi kepentingan, memungut tuntutan

masyarakat dan membungkusnya. Ketiga, rekrutmen, yaitu menyeleksi

dan melatih orang untuk posisi-posisi di eksekutif dan legislatif.

Keempat, mengawasi dan mengkontrol pemerintah.

Tabel 2. Fungsi Partai dalam Negara Demokrasi

Artikulasi Agregasi Rekruitmen
Pemerintah Melaksanakan

kebijakan
Melanggengkan
dukungan kepada
pemerintah

Mengisi posisi-
posisi
pemerintah

Oposisi Mengembangkan
alternatif

Mendapatkan
dukungan untuk
perubahan

Membangun
kelompok orang
yang kompeten

Sumber: Caton (2007:7)

Pentingnya peran partai politik, tidak boleh diartikan bahwa hanya

partai politik saja yang mempunyai tanggung jawabeksklusif utnuk

memasyarakatkan konstitusi. Semua kalangan dan bahkan para

pemimpin politik yang duduk di dalam jabatan-jabatan publik

khususnya pimpinan pemerintahan eksekutif mempunyai tanggung

jawab yang sama untuk itu.

3. Tipologi Partai Politik

Menurut Katz dan Crotty (2006:262) membagi partai politik ke dalam

lima bagian yaitu:

a. Kaukus elit atau Partai Kader (1860-1920)

Partai ini berasal dari parlemen. Pemilihnya amat terbatas dari

kelas tertentu yaitu kelas atas dengan kontak pribadi dan rekrutmen
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elitenya hanya berasal dari kelas atas, rekrutmen sendiri dengan

insiatif privat.

b. Partai Massa (1890-1950)

Partai ini berasal dari luar parlemen. Muncul dari kelompok sosial

khusus seperti kelompok etnis ataupun agama. Rekrutmen elit

berdasar dari internal didasarkan kelas atau agama dengan

komitmen berbasis ideologi dan organisasi melalui sistem

pendidikan didalam partai.

c. Catch-all, Partai Electoralis (1950-sekarang)

Berasal dari massa partai, pertalian atau penyautan antara massa

dengan kelompok kepentingan. Pemilih dan dukungan sosial

muncul darikelas menengah melampaui kelompok pendukung inti.

Rekrutmen elit sistemnya eksternal dengan beraneka ragam

kelompok kepentingan.

d. Partai Kartel (1950-sekarang)

Berasal dari penggabungan partai parlemen (dan kelompok

kepentingan). Kemunculan pemilih dan dukungan sosial bersifat

“regular cliente” yang menyediakan pertukaran dukungan untuk

kebijakan yang menguntungkan. Rekrutmen elit terutama dari

dalam sturktur negara (birokrasi).

e. Partai Firma Bisnis (1990-sekarang)

Partai ini berasal dari inisiatif privat dari wirausahawan politisi.

Kemunculan pemilih dan dukungan sosial berasal dari “pasar

pemilih” dengan tingkat perpindahan tinggi, pemilih adalah
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konsumen. Rekrutmen elit sendiri dan inisiatif privat. Partai jenis

ini bersifat terutup dan berbeda dengan jenis partai politik pada

umumnya.

Selanjutnya Kartz (dalam Jurdi, 2014:150) juga melakukan klasifikasi

terhadap partai politik menjadi 4 bagian, yaitu:

a. Partai Elit

Partai ini berbasis lokal dengan sejumlah elit inti yang menjadi

basis kekuatan partai. Dukungan bagi partai elit ini bersumber pada

hubungan client (anak buah) dari elit-elit yang duduk di partai ini.

b. Partai Massa

Partai ini berbasiskan individu-individu yang jumlahnya besar,

tetapi kerap tersingkirkan dari kebijakan negara. Biasanya, partai

massa berbasiskan kelas lokal tertentu, seperti “orang kecil”, tetapi

juga berbasis agama.

c. Partai Catch-All

Partai ini hampir serupa dengan Partai Massa. Namun, berbeda

dengan partai massa yang mendasarkan diri pada kelas sosial

tertentu, Partai Catch-All mulai berfikir bahwa dirinya mewakili

kepentingan bangsa secara keseluruhan. Partai jenis ini berorientasi

pada pemenangan pemilu sehingga fleksibel untuk berganti-ganti

isu disetiap kampanye.
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d. Partai Kartel

Partai ini muncul akibat berkurangnya jumlah pemilih atau anggota

partai. Dari sisi partai kartel, ideologi, janji pemilu, basis pemilih

hampir sudah tidak memiliki arti lagi.

e. Partai Integratif

Simon (2003:11) menyebutkan bahwa partai ini berasal dari

kelompok sosial tertentu yang mencoba untuk melakukan

mobilisasi politik dan kegiatan partai.Mereka membawakan

kepentingan spesifik suatu kelompok.

D. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini, peneliti terfokus pada tiga partai yaitu PAN, Partai

NasDem dan Partai Golkar. Proses penyusunan calon legislatif melalui

partai politik memiliki persyaratan tertentu yang disebut dengan Pakta

Integritas. Melalui Pakta Integritas tersebut, partai-partai politik memilih

atau mencalonkan kadernya sebagai calon legislatif. Tetapi pada

kenyataannya, dari beberapa partai politik terdapat partai yang tidak

mematuhi peraturan yang tercantum di dalam Pakta Integritas partai

politik, di dalam penelitian yang berjudul “Implikasi Pakta Integritas

Partai Politik Terhadap Penyusunan Calon Legislatif Pemilihan Umum

2019”, maka kerangka pemikirannya sebagai berikut:
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Gambar 1. Kerangka Pikir

Tipologi Partai Politik Menurut Katz dan Crotty
(2006), yaitu:

1. Kaukus Elit atau Partai Kader
2. Partai Massa
3. Catch-all atau Partai Electoralis
4. Partai Kartel
5. Partai Firma Bisnis

Partai Amanat
Nasional (PAN)

Partai Nasional
Demokrat
(NasDem)

Partai Golongan
Karya

Penyusunan Calon
Legislatif Pemilihan

Umum 2019

Pakta Integritas

1. Bakal calon legislatif tidak melakukan tindakan
korupsi, kolusi dan nepotisme atau melakukan
pelanggaran hukum.

2. Bakal calon legislatif yang sudah tercantum bukan
merupakan mantan narapidana bandar narkoba,
kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi.

3. Bakal calon yang berstatus sebagai mantan
terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual
terhadap anak dan/atau korupsi bersedia
dikenakan sanksi administrasi berupa
pembatalan bakal calon.



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Moleong (2007:6) menyatakan bahwa ditinjau dari jenis datanya

pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud penelitian kualitatif yaitu

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang

dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Menurut Hadari Nawawi (1991:63) menyatakan bahwa metode deskriptif

kualitatif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki

dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Prosedur penelitiannya bersifat menjelaskan, menggambarkan dan

menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan atau kalimat sebagai

jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Jadi diharapkan dengan metode penelitian ini, peneliti akan mudah untuk

menggambarkan hasil penelitian.
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B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini, peneliti menentukan pilihan di DPW Partai NasDem,

DPW PAN, DPD Partai Golkar, KPUD Provinsi Lampung dan Bawaslu

Provinsi Lampung.

Penentuan lokasi tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai

berikut:

1. DPW Partai NasDem Provinsi Lampung merupakan partai yang sangat

mematuhi dan menjunjung tinggi pakta integritas dengan tidak

mencalonkan anggota partai yang pernah menjadi mantan narapidana

sebagaimana tercantum dalam pakta integritas.

2. DPW PAN merupakan partai yang mencalonkan anggotanya mantan

narapidana. Sehingga tidak sejalan dengan adanya pakta integritas.

3. DPD Golkar merupakan partai yang juga tetap mencalonkan

anggotanya mantan narapidana sebagai calon legislatif di Provinsi

Lampung.

4. KPUD dan Bawaslu merupakan lembaga yang berkaitan langsung

dengan pemilihan umum.

C. Fokus Penelitian

Miles dan Huberman (1992:30) menjelaskan bahwa memfokuskan dan

membatasi pengumpulan data dapat dianggap sebagai bagian dari reduksi

data yang sebelumnya sudah diantisipasi. Dalam penelitan kualitatif, fokus

penelitian sangat penting artinya.
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Penentuan fokus dalam suatu penelitian setidaknya memiliki dua tujuan.

Pertama, penentuan fokus dapat membatasi studi yang juga berarti bahwa

adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak. Kedua,

penentuan fokus secara ekfektif dapat dijadikan sebagai alat untuk

menyaring informasi yang masuk sebab harus diperhatikan bahwa ketika

dilapangan, akan ditemui banyak data yang menarik, namun jika

dipandang tidak relevan data itu harus dihiraukan. Namun demikian,

dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian tidaklah bersifat permanen

melainkan dapat berubah, sebab dengan adanya perubahan terhadap fokus

penelitian dapat berarti bahwa penelitian yang dilakukan jauh dapat

dipahami dan lebih meningkat.

Fokus penelitian dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan

tujuan penelitian yaitu untuk menjawab dan mengetahui perbandingan

antara partai yang mematuhi pakta integritas dan partai yang tidak

mematuhi pakta integritas pada penyusunan calon legislatif pemilihan

umum 2019, khususnya pada Partai NasDem, Partai Amanat Nasional

(PAN) dan Partai Golongan Karya (Golkar). Dengan demikian, fokus

penelitian yang peneliti gunakan sesuai dengan isi pakta integritas adalah

sebagai berikut:

Kriteria/Indikator Pakta Integritas Partai Politik, yaitu:

1. Dalam proses seleksi bakal calon, kami menjamin seluruh bakal calon

anggota DPRD Provinsi Pemilu 2019 yang diajukan kepada KPU

Provinsi memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak
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melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme atau melakukan

pelanggaran hukum.

2. Nama-nama bakal calon anggota DPRD Provinsi yang tercantum

dalam model B.1 bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba,

kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi.

3. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam

PAKTA INTEGRITAS ini, yaitu terdapat bakal calon yang

diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon

Sementara/calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calon

terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana bandar narkoba,

kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi, kami bersedia

dikenai sanksi administrasi berupa pembatalan bakal calon yang

diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon

Sementara/calon yang tercantum dalam Daftar Calon tetap/calon

terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi di daerah pemilih yang

bersangkutan.

D. Informan

Moelong (1989:132) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, jadi ia

harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian dan harus

sukarela menjadi tim penelitian walaupun hanya bersifat informan.

Menurut Fuad dan Nugroho (2014:9) bahwa peneliti harus berpikir untuk

menemukan sumber data atau informan yang tepat (key informan).Selain
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itu peneliti juga memahami sumber data maupun kancah penelitian dengan

verstehen. Dalam perspektif fenomenologis, verstehen sangat diperlukan

di dalam kancah penelitian.Verstehen adalah cara memahami situasi yang

ditemui dilapangan.

Peneliti memahami sesuatu menurut tafsiran atau interaksi orang-

orang.pendekatan verstehen pada tahap eksploratif, peneliti harus memiliki

pemahaman yang mendalam untuk mengenal norma-norma dari nilai yang

berlaku bagi kelompok yang diteliti. Teknik penentuan informan pada

penelitian ini dipilih secara sengaja (purposive) berdasarkan tujuan

penelitian. Maka data informan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Data Informan dalam Penelitian

No. Nama Informan Jabatan dalam Instansi
1. J. B. Geovanni Wakil Ketua Bidang Pertanian dan

Maritim Partai NasDem/Bapilu
Partai NasDem

2. Ahmad Iswan H. Caya Sekretaris PAN
3. Ira Wakil Sekretaris Partai Golkar
4. Ricky Ardhian Staff Sekretariat Bawaslu
5. Ryan Andila Kasubbag Kepartaian KPU
6. Yogi Setiawan Pemilih Partai NasDem/Garda

Pemuda Partai NasDem
7. Ramadhan Pemilih PAN/Staff PAN
8. Yunita Sari Pemilih Partai Golkar

Sumber: Diolah Peneliti (2019)

Alasan peneliti memilih informan diatas, yaitu:

1. Alasan peneliti memilih J.B. Geovanni sebagai informan karena

merupakan Bapilu Partai NasDem dan juga sebagai Wakil Ketua

Bidang Pertanian dan Maritim Partai NasDem, beliau juga mampu
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menjawab seputaran wawancara dari pertanyaan-pertanyaan peneliti

dengan pengetahuan yang beliau miliki.

2. Peneliti memilih Ahmad Iswan A. Caya sebagai informan karena

merupakan juru bicara dan Sekretaris dari PAN serta menguasai

permasalahan dan pengetahuan baik internal maupun eksternal partai.

3. Ira sebagai informan karena peneliti ingin melihat sudut pandang

Partai Golkar dari pihak perempuan yang juga merupakan Wakil

Sekretaris Partai Golkar. Selain itu ia juga memiliki pemahaman

tentang apa yang peneliti ingin ketahui.

4. Peneliti memilih Ricky Ardhian sebagai informan karena peneliti ingin

mengkonfirmasikan tentang partai-partai yang mematuhi pakta

integritas dan yang tidak mematuhi pakta integritas serta bagaimana

proses-prosesnya di dalam bawaslu. Beliau merupakan Staff

Sekretariat Bawaslu dan mampu menjawab pertanyaan dari peneliti

secara rinci.

5. Ryan Andila sebagai informan merupakan Kasubbag Kepartaian KPU,

alasan peneliti memilih karena beliau menguasai di bidang kepartaian

serta mengetahui tahapan-tahapan tentang partai yang lolos

mencalonkan mantan narapidana meskipun tidak mematuhi pakta

integritas.

6. Peneliti memilih Yogi Setiawan sebagai informan karena peneliti ingin

melihat pendapat dari anak muda yang memilih partai NasDem. Beliau

juga merupakan Garda Pemuda Partai NasDem yang tentunya
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memiliki alasan tersendiri mengapa memilih dan ikut dalam

pengkaderan Partai NasDem.

7. Ramadhan sebagai informan merupakan pemilih PAN sekaligus Staff

PAN. Alasan peneliti memilih karena peneliti ingin melihat bagaimana

pandangan dari pemilih PAN tentang pencalonan mantan narapidana

oleh partai yang dipilihnya, serta ingin mengetahui alasan mengapa

memilih PAN.

8. Alasan peneliti memilih Yunita Sari sebagai informan karena peneliti

ingin mengetahui mengapa dia memilih Partai Golkar dan bagaimana

tanggapannya tentang Partai Golkar dalam mencalonkan mantan

narapidana. Peneliti ingin mengetahui pandangan Partai Golkar dari

pihak perempuan.

E. Jenis dan Sumber Data

Secara umum data penelitian dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara

langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan

tersebut dengan masalah penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang melengkapi informasi yang

didapat dari sumber data primer berupa:

a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
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b. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai

NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golongan

Karya (Golkar).

c. Artikel-artikel yang didapat dari surat kabar, majalah, website dan

sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik

pengumpulan data yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam (indepth interview)

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dengan

jalan tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis oleh dua orang

atau lebih dengan berhadap-hadapan dan mengajukan pertanyaan

berdasarkan tujuan penelitian. Adapun metode wawancara yang

dipakai wawancara bebas terpimpin, maksudnya peneliti bebas

mengajukan berbagai pertanyaan dengan tetap mengacu pada fokus

penelitian.

Gulo (2010:119) wawancara juga diartikan sebagai bentuk komunikasi

langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi terjadi secara

langsung dalam bentuk tatap muka sehingga gerak dan mimik

responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara

verbal. Peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth
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interview) untuk menggali informasi dari informan atau narasumber

secara langsung melalui tatap muka.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui proses

mengadakan atau melihat kembali dokumen yang telah ada dengan

mempelajari kembali informasi yang telah tersimpan. Misalnya, buku-

buku, arsip-arsip, tabel-tabel dan bahan-bahan dokumentasi lainnya

yang bermanfaat bagi sumber data.

G. Teknik Pengolahan Data

Tahap selanjutnya yang dilakukan setelah semua data terkumpul adalah

mengolah data tersebut. Menurut Efendi dkk (dalam

Singarimbun,2008:240) teknik pengolahan data terdiri dari:

1. Editing

Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan

menentukan kembali daya yang berhasil diperoleh dalam rangka

menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada

proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil

wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada

fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data

yang diperlukan untuk penulisan.

2. Interpretasi Data

Pada tahap ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui

narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat
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ditarik kesimpuan sebagai hasil penelitian.Interpretasi penulisan juga

dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-

cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga

tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak.

H. Teknik Analisis Data

Proses selanjutnya sebagai kegiatan akhir penulisan penelitian ini, setelah

semua data terkumpul dan diolah kemudian data tersebut dianalisa. Dalam

hal ini digunakan analisa kualitatif, yaitu data yang terkumpul kemudian

digambarkan dengan kata-kata kemudian dipisah-pisahkan menurut

kategori untuk menarik kesimpulan, sehingga data yang bersifat teoritis

dianalisa untuk mendapatkan penjelasan yang ilmiah.

Menurut Milles dan Huberman (1992:16-19) menyebutkan bahwa analisis

data meliputi tiga komponen analisis, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang

muncul dari data-data tertulis dilapangan. Selain itu, reduksi data

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data

dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan

diverifikasi, cara yang dipakai adalah reduksi data dapat melalui

seleksi yang panjang, melalui ringkasan atau tingkatan menggolongkan

ke dalam suatu pola yang lebih luas.
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2. Menyaji Data (Display)

Menyaji data yaitu sekumpulan informasi tertentu yang memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan menganalisis.

Penyajian data lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi

analisis kualitatif yang valid.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi Data)

Mencari arti benda-benda, mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan,

konfigurasi-konfigurasi dan alur sebab akibat dan proposisi.

Kesimpulan-kesimpulan senantiasa diuji kebenarannya,

kekompakannya dan kecocokan yang merupakan validitasnya sehingga

akan memperoleh kesimpulan yang jelas kebenarannya.

I. Teknik Validasi/Keabsahan Data

Moleong (2007:324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan

data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan

yang dalam pemeriksaan data menggunakan empat kriteria, yaitu:

1. Derajat Kepercayaan (Credibility)

Penetapan derajat kepercayaan menggunakan beberapa teknik

pemeriksaan untuk memerisa derajat kepercayaan penelitian salah

satunya melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan

keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu

sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin dalam Patton

(2015:331) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik

pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik dan teori.
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Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji kredibilitas melalui

triangulasi sumber. Menurut Patton (dalam Moeleong, 2014:331)

menyatakan bahwa triangulasi dengan sumber berarti membandingkan

dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, hal itu dapat diacapai

dengan beberapa jalan, yaitu:

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan

apa yang dikatakannya secara pribadi.

c. Membandingkan tentang apa yang dikatakan orang-orang tentang

situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan

berbagai pendapat dan pandangan orang.

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

berkaitan.

2. Keteralihan (Transferability)

Teknik ini agar melaporkan hasil penelitian sehingga uraiannya itu

dilakukan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat

penelitian diselenggarakan.Uraiannya harus mengungkapkan secara

khusus agar dapat dipahami.

3. Kebergantungan (Dependality)

Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam

suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka
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dikatakan reabilitasnya tercapai. Semakin tinggi reabilitas yang

tercapai maka semakin baik pula penelitian tersebut.

4. Kepastian (Confirmability)

Dalam penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji

kebergantungan, sehinggga pelaksanaannya dapat dilakukan secara

bersamaan. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas,

sehingga dengan disepakati hasil penelitian oleh banyak orang maka

hasil penelitian tidak lagi bersifat subjektif tapi sudah objektif.



IV. GAMBARAN UMUM DAN OBYEK PENELITIAN

A. Partai NasDem

Partai NasDem adalah sebuah partai politik di Indonesia berideologi

Pancasila yang baru diresmikan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara

pada tanggal 26 Juli 2011 (AD/ART Partai NasDem Pasal 1). Partai ini

didukung oleh Surya Paloh yang merupakan pendiri organisasi bernama

sama yaitu Nasional Demokrat.6

Guna mendapatkan status resmi sebagai badan hukum, Partai NasDem

didaftarkan ke Kementrian Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia pada

bulan Maret 2011.Kelahiran Partai Nasdem tidak bisa dipisahkan lepas

dari visi dan misi utama organisasi kemasyarakatan (ormas) Nasional

Demokrat, yaitu menggalang Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia.

1. Visi Partai NasDem

Memantapkan eksistensi negara, memperkuat persatuan bangsa dan

meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendorong pertumbuhan ekonomi

yang tinggi, mendorong keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

(AD/ART Partai NasDem Pasal 4).

6sumber: inilah.com diakses pada tanggal 2 Juli 2019 pukul 19:49 WIB
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2. Misi Partai Nasdem

a. Membangun Politik Demokratis Berkeadilan berarti menciptakan

tata ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat

dengan cara membuka akses masyarakat secara keseluruhan.

Mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan untuk

memperkuat karakter bangsa, serta melakukan perubahan menuju

efisiensi sistem pemilihan umum. Memantapkan reformasi

birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan masyarakat.

Melakukan reformasi hukum dengan menjadikan konstitusi UUD

1945 sebagai kontrak politik kebangsaan.

b. Menciptakan Demokrasi Ekonomi melalui tatanan demokrasi

ekonomi maka tercipta partisipasi dan akses masyarakat dalam

kehidupan ekonomi negara, termasuk di dalamnya distirbusi

ekonomi yang adil dan merata yang akan berujung pada

kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Menjadikan Budaya

Gotong Royong sebagai karakter bangsa. Dalam mewujudkan ini

maka sistem yang menjamin terlaksananya sistem pendidikan

nasional yang terstruktur dan menjamin hak memperoleh

pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia (AD/ART Partai

NasDem Pasal 5).

3. Tujuan Partai NasDem

Partai NasDem bertujuan mewujudkan masyarakat yang demokratis,

berkeadilan dan berkedaulatan (AD Partai NasDem Pasal 8).
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4. Fungsi Partai NasDem

Dengan semangat kebangsaan Partai berfungsi untuk:

a. Memperkuat kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

b. Mewujudkan negara kesejahteraan sesuai mandat konstitusi.

c. Mengembangkan kehidupan politik kebangsaan yang demokratis,

partisipatif dan beradab.

d. Menciptakan tatanan perekonomian dengan prinsip Demokrasi

Ekonomi.

e. Menegakkan keadilan sosial dan kedaulatan hukum.

f. Memenuhi hak asasi manusia dan hak warga negara Indonesia.

g. Mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur dan kehidupan

sosial budaya egaliter berdasarkn prinsip Bhinneka Tunggal Ika

(AD Partai Nasdem Pasal 9).

5. Struktur Pengurus Partai NasDem DPW Lampung

Tabel 4. Struktur Pengurus Partai NasDem DPW Lampung

Bidang/Dewan
Partai

Jabatan dalam Partai Nama Kader

Sekretaris Fauzan Sibron
Bendahara Tampan

Sujawardi
Dewan

Pertimbangan
Wilayah

Ketua Zamzani Yasin

Dewan Pakar
Wilayah

Ketua Ary Maizari
Alfian

Ketua Taufik Basari
Wakil Ketua Bid.

Pemenangan Pemilu
Edwin Hanibal

Wakil Ketua Bid. Organisasi,
Keanggotaan&Kaderisasi

Yuria Putra
Tubarad

Wakil Ketua Bid. Mahrizal Sinaga
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Dewan Pimpinan
Wilayah

Media&Komunikasi Publik
Wakil Ketua Bid. Pendidikan

Politik&Kebudayaan
Budi Yuhanda

Wakil Ketua Bid.
Politik&Pemerintahan

Garinca Reza
Pahlevi

Wakil Ketua Bid. Hukum,
Advokasi&HAM

Wahrul Fauzi
Silalahi

Wakil Ketua Bid. Otonomi
Daerah

Sahanah

Wakil Ketua Bid.
Pertanian&Maritim

J.B. Geovanni

Wakil Ketua Bid.
Pengabdian&Pemberdayaan

Masyarakat

A. Heru
Listianto

Wakil Ketua Bid. Energi,
SDA&Lingkungan Hidup

Ichwanto M. Nuch

Wakil Ketua Bid.
Agama&Masyarakat

Sunardi

Wakil Ketua Bid. Hubungan
Antar Daerah

Asih Fatwanita

Wakil ketua Bid. Ekonomi Sahyana
Wakil Ketua Bid. Kesehatan,

Perempuan&Anak
Vony Reyneta
Doloksaribu

Wakil Ketua Bid.
Industri,Perdagangan&Tenaga

Kerja

Misgustini

Wakil Ketua Bid. Olahraga,
Pemuda&Mahasiswa

DIPL-INGB.
Mofaje S.
Carofebka

Sumber: SK Nomor 133-SK/DPP-NasDem/IV/2018

B. Partai Amanat Nasional (PAN)

Partai Amanat Nasional (PAN) didirikan oleh 50 tokoh nasional,

diantaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, Faisal Basri MA, Ir. M. Hatta

Rajasa, Goenawan Mohammad, Dr. Rizal Ramli, Abdillah Toha, Dr.

Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, A.M. Fatwa,

Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao dan lainnya. Dideklarasikan pada tanggal

23 Agustus 1998 di Istora Senayan Jakarta.Pengesahan pendirian PAN
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sendiri berdasarkan Depkeh HAM No.M-20.UM.06.08 tanggal 27 Agustus

2003.7

Partai ini memiliki azas “Akhlak politik Berlandaskan Agama yang

Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam”. Dengan azas itu PAN

menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika berbangsa dan

bernegara yang menghargai harkat dan martabat manusia serta

kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial

dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia

sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri dan bermartabat.Pada

dasarnya partai ini adalah partai terbuka, meski sebagian orang

menganggapnya partai orang Muhammadiyah karena sosok Amien Rais

pada saat itu adalah Ketua Umum Muhammadiyah.8

1. Visi dan Misi Partai Amanat Nasional (PAN)

Dalam hal pembangunan masyarakat, PAN mencita-citakan suatu

masyarakat Indonesia yang demokratis, berkeadilan sosial, mandiri dan

cerdas. Partai ini menginginkan tatanan yang memungkinkan setiap

anggota masyarakat dapat mengembangkan kepribadiannya dalam

suasana kebebasan.Setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan

kemanusiaan.

Dalam hal pemerintahan, PAN menentang segala bentuk kediktatoran,

totaliterisme dan otoriterisme, karena berlawanan dengan harkat dan

7sumber: pan.or.id diakses pada tanggal 2 Juli 2019 pukul 20:05 WIB
8sumber: pan.or.id diakses pada tanggal 2 Juli 2019 pukul 20:15 WIB
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martabat manusia, berjuang untuk mewujudkan masyarakat madani

yang mengawasi kekuasaan sehingga dapat mencegah kemungkinan

terjadinya penetrasi kekuasaan negara yang berlebihan terhadap

individu. Partai ini juga berjuang untuk berperan sebagai suplemen dan

komplemen terhadap kewajiban dan peran negara. (AD/ART PAN)

2. Tujuan Partai Amanat Nasional (PAN)

PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat,

keadilan, kemajuan material dan spiritual (AD PAN Pasal 6).

3. Usaha Partai Amanat Nasional (PAN)

Untuk mencapai tujuan pada Pasal 6, maka PAN menjalankan usaha

antara lain sebagai berikut:

a. Membangun masyarakat Indonesia baru, berdasarkan moral agama,

prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

b. Membangun masyarakat madani yang bebas dari kesengsaraan,

rasa takut,penindasan dan kekerasan.

c. Mewujudkan manusia Inonesia yang berdault, memiliki jati diri,

cerdas, berakhlak mulia, beriman dan bertaqwa kepada Allah,

Tuhan Yang Maha Esa.

d. Membangun manusia Indonesia yang mampu menguasai

mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi

kesejahteraan bangsa dan umat manusia.

e. Meningkatkan peran serta politik dan control sosial masyarakat

pada penyelenggaraan pemerintahan dan negara.
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f. Meningkatkan kesadaran atas pelaksanaan kewajiban warga negara

sebagai manusia dan kewajiban negara dalam penegakan hak-hak

asasi manusia yang semakin terjamin dan bertanggung jawab.

g. Mengupayakan pertanggungjawaban yang terbuka dalam

pengurusan negara melalui penguatan masyarakat madani dalam

mengawasi kekuasasan.

h. Memperjuangkan peningkatan kemampuan daerah dalam

mengembangkan kemandirian dalam mengurus sumber daya,

mencari pendanaan dan menikmati hasil-hasilnya sehingga dapat

mencegah disintegrasi nasional dan eksploitasi pusat terhadap

daerah.

i. Memperjuangkan kebebasan pers yang memperhatikan norma-

norma hukum, susila, akhlak dan kepatutan sehingga masyarakat

memperoleh informasi yang obyektif dan transparan.

j. Mengusahakan penegakan hukum tanpa diskriminasi sehingga

semua masyarakat mendapat akses yang sama dalam lembaga

peradilan yang independen, adil, murah dan cepat (AD PAN Pasal

7).

4. Struktur Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) DPW Lampung

Tabel 5. Struktur Pengurus PAN DPW Lampung

No. Bidang Partai Jabatan dalam Partai Nama Kader
Partai

I. Majelis Penasehat
Partai Wilayah

Ketua Irfan Nuranda
Djafar

Sekretaris Suprapto

II.

Pengurus Harian

Ketua Zainudin Hasan
Sekretaris Ahmad Iswan H.

Caya
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Bendahara Suherman
III.

Pusat-pusat dan Biro-
biro

Ketua Pembinaan
Organisasi&Keanggotaan

Agus Bhakti
Nugroho

Sekretaris Pembinaan
Organisasi&Keanggotaan

R. Ananto Pratomo

Ketua Perkaderan Riza Yudha Patria

Sekretaris Perkaderan Rafles Zaman
Ketua Pemenangan Pemilu Joko Santoso

Sekretaris Pemenangan
Pemilu

Dwi Riyanto

Ketua Hub. Antar
Lemb&Perluasan Jaringan

Doni Brata

Sekretaris Hub. Antar
Lemb&Perluasan Jaringan

Umroni

Ketua
Penelitian&Pengembangan

Rusmunandar

Sekretaris
Penelitian&Pengembangan

Surya Jaya
Ampera

Ketua Pemberdayanan
Perempuan dan Anak

Shinta Desia

Sekretaris Pemberdayaan
Perempuan dan Anak

Filia Anami

Ketua Politik dan Hankam Aries Sandi
Dharma Putra

Sekretaris Politik dan
Hankam

Sumartono

Ketua Pemerintah dan
Otonomi daerah

Mad Hasnurin

Sekretaris Pemerintah dan
Otonomi daerah

Ahmad Taher
Nasution

Ketua Hukum dan HAM Zulfikar Ali Butho
Sekretaris Hukum dan

HAM
Herwanto

Ketua Advokasi dan
Perjuangan Rakyat

Gunawan Raka

Sekretaris Advokasi dan
Perjuangan Rakyat

Sukriadi Siregar

Ketua Komunikasi dan
Informasi Publik

Ahmad Bastari

Sekretaris Komunikasi dan
Informasi Publik

Ahmad Naufal A.
Caya

Ketua Agama dan
Pembinaan Kerohanian

Stiono

Sekretaris Agama dan
Pembinaan Kerohanian

Syafrizal

Ketua Pendidikan dan
Inovasi Iptek

Junaidi

Sekretaris Pendidikan dan
Inovasi Iptek

Sri Hayati

Ketua Kesehatan Hendro Subagio
Sekretaris Kesehatan Yosi Melda Sari

Ketua Pekerjaan Umum
dan Perum. Rakyat

Haim Nasai

Sekretaris Pekerjaan
Umum dan Perum. Rakyat

Anton Indra Praja

Ketua Pemberdayaan Firman Seponada
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Koperasi dan Umum
Sekretaris Pemberdayaan

Koperasi dan Umum
Eli Susilawati

Ketua Perindustrian,
Perdagangan dan BUMN

Muhammad Ali
Akbar

Sekretaris Perindustrian,
Perdagangan dan BUMN

Novi Sari

Ketua Perbankan, Pasar
Modal dan Moneter

Hamrin Sugandhi

Sekretaris Perbankan,
Pasar Modal dan Moneter

Asyari Ilyas

Ketua Pengembangan
Seni, Bud. Dan Ek. Kreatif

Hamidi

Sekretaris Pengembangan
Seni, Bud. Dan Ek. Kreatif

Teti Hartini

Ketua Pertanahan dan
Reformasi Agraria

Abdullah Surajaya

Sekretaris Pertanahan dan
Reformasi Agraria

Rita Yunida

Ketua Kemandirian Energi
dan SD Mineral

Sabar Aryono

Sekretaris Kemandirian
Energi dan SD Mineral

Yudha Harvinata
Aji

Ketua Lk. Hidup dan
Kehutanan

Edward Antoni

Sekretaris Lk. Hidup dan
Kehutanan

Zerli Yusana Aini

Ketua Perlindungan Buruh
dan TKI

Enita Agustrin

Sekretaris Perlindungan
Buruh dan TKI

Matindra Rafiudin
R

Ketua Pemb. dan
Perlindungan Nelayan

Suaidi Damhuri

Sekretaris Pemb. dan
Perlindungan Nelayan

Nadia Nuzula

Ketua Pemb. dan
Perlindungan Petani

Jayadi

Sekretaris Pemb. dan
Perlindungan Petani

Dwi Putri melati

Ketua Pendampingan dan
Pemb. Masy. Desa

Zainal Rahman

Sekretaris Pendampingan
dan Pemb. Masy. Desa

Nelly Hayu

Ketua Pelayanan Sosial
dan Tanggap Bencana

Azmi Azis

Sekretaris Pelayanan
Sosial dan Tanggap

Bencana

Ramdani
Apriyanata

Ketua Pemuda dan
Komunitas

Erizal

Sekretaris Pemuda dan
Komunitas

Agustian Natarino

Ketua Olahraga dan
Pengembangan Prestasi

Taufik
Hidayatullah

Sekretaris Olahraga dan
Pengembangan Prestasi

Rahmatullah

Sumber: SK Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/049/IX/2017
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C. Partai Golongan Karya (Golkar)

Partai Golkar bermula pada tahun 1964 dengan berdirinya Sekber Golkar

(Sekretariat Bersama Golongan Karya) di masa akhir pemerintahan

Presiden Soeharto. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI

beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar

Front nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan

wadah dari golongan fungsional atau golongan karya murni yang tidak

berada dibawah pengaruh politik tertentu. Ketua pertama Sekber Golkar

adalah Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor

Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional

(Mukernas) I, Desember 1965.

Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar

dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuhh) Kelompok

Induk Organisasi (KINO), yaitu:

1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)

2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)

3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)

4. Organisasi Profesi

5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)

6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)

7. Gerakan Pembangunan.9

9sumber: golkar.or.id diakses pada tanggal 4 Juli 2019 pukul 18:48 WIB
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1. Visi Partai Golongan Karya (Golkar)

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju,

modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia,

berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan

dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia.

2. Misi Partai Golongan Karya (Golkar)

a. Menegaskan, mengamankan dan mempertahankan Pancasila

sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan

pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan

masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur,

menegakkan supremasi hukum dan menghormati hak azasi

manusia, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia.

c. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan

yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis.10

3. Tujuan Partai Golongan Karya (Golkar)

Partai Golkar bertujuan:

a. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan

UUD 1945;

b. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam

pembukaan UUD1945;

10sumber: golkar.or.id diakses pada tanggal 4 Juli 2019 pukul 19:01 WIB
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c. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan

spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan

kehidupan demokrasi, ayng menjunjung tinggi dan menghormati

kebenaran, keadilan, hukum, dan Hak Asasi Manusia (AD/ART

Partai Golkar Pasal 7).

4. Tugas Pokok Partai Golongan Karya (Golkar)

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tugas

pokok Partai Golkar adalah memperjuangkan terwujudnya peningkatan

segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi,

agama, sosial budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan nasional

guna mewujudkan cita-cita nasional (AD/ART Partai Golkar Pasal 8).

5. Fungsi Partai Golongan Karya (Golkar)

a. Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk

mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan

makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD

1945;

b. Mempertahankan, mengemban, mengamalkan dan membela

Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala

bidang tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;

c. Menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan

aspirasi rakyat, serta menginkatkan kesadaran politik rakyat dan
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menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan gender

dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara (AD/ART Partai Golkar Pasal 9).

6. Struktur Pengurus Partai Golongan Karya (Golkar) DPD Lampung

Tabel 6. Struktur Pengurus Partai Golkar DPD Lampung

No. Nama Jabatan
1. Arinal Djunaidi Ketua
2. Loekman Djoyo Soemarto Ketua Harian
3. Supriadi Hamzah Sekretaris
4. Aprozi Alam Bendahara
5. I Made Bagiasa Wakil Ketua Korbid. Kepartaian
6. Indra S. Ismail Wakil Ketua Korbid.

Politik,Hukum&Keamanan
7. Hanan A. Rozak Wakil Ketua Korbid. Kajian

Strategis&Pengembangan SDM
8. Tony Eka Candra Wakil Ketua Korbid. Pemenangan

Pemilu
9. Husmiyati Syohmin Wakil Ketua Korbid.

Kesejahteraan Rakyat
10. Ansori Djausal Wakil Ketua Korbid.

Perekonomian
11. Abi Hasan Mu’an Wakil Ketua Bid. Organisasi dan

Daerah
12. Riza Mirhadi Wakil Ketua Bid.

Kaderisasi&Keanggotaan
13. Ririn Kuswantari Wakil Ketua Bid. Kerjasama

Ormas&Politik Kepartaian
14. Rycko menoza Wakil Ketua Bid. Pengabdian

Masyarakat
15. Hidayat Wakil Ketua Bid. Pembangunan

Daerah&Pedesaan
16. M. Thaib Husin Wakil Ketua Bid. Ketenagakerjaan
17. Tomy Rianta Putra Wakil Ketua Bid. Koperasi,

Wirausaha&UKM
18. I Nyoman Suryana Wakil Ketua Bid.

SDA&Lingkungan Hidup
19. Agung Adi Saputra Wakil Ketua Bid. Ekonomi dan

Ekonomi Kreatif
20. Fauzi Wakil Ketua Bid. Pendidikan dan

Cendekiawan
21. Najamuddin Wakil Ketua Bid.

Ideologi&Kebijakan Publik
22. Yusronida Suralaga Wakil Ketua Bid. Pemberdayaan

Perempuan&SDG
23. Achmad Junaidi Sunardi Wakil Ketua Bid.
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Pemuda&Olahraga
24. Nizwar Affandi Wakil Ketua Bid. Kebudayaan dan

Kesenian
25. Ismet Roni Wakil Ketua Bid. Eksekutif

Legislatif
26. Kurnia Rozali Wakil Ketua Bid. Kerohanian
27. Ansyori Bangsaradin Wakil Ketua Bid. Hukum dan

HAM
28. Juanto Muhazirin Wakil Ketua Bid. Tani dan

Nelayan
29. Ali Imron Wakil Ketua Bid. Media

Massa&Penggalangan Opini
30. Indrawan Wakil Ketua Bid. Perhubungan

dan Pariwisata
31. Suwondo Anwar WS Wakil Ketua Bid. Kesejahteraan

Rakyat
32. Heri Wardoyo Wakil Ketua Bid. Pengembangan

Sumber Daya Manusia
33. Salamun Wakil Ketua Bid. Sains dan

Teknologi
Sumber: SK Nomor KEP-249/DPP/GOLKAR/IX/2017



V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan ini, penulis akan memaparkan hasil dan

pembahasan penelitian berdasarkan temuan data dan fakta yang sebelumnya

dikumpulkan dari data primer dan data sekunder. Data tersebut berasal dari

informan yaitu anggota KPUD Provinsi Lampung, Bawaslu Provinsi

Lampung, kader Partai NasDem, kader PAN, dan kader Partai Golkar. Pada

bab ini Penulis memaparkan tentang tipologi partai politik dan

membandingkan partai yang mematuhi pakta integritas dan yang tidak

mematuhi pakta integritas pada penyusunan calon legislatif pemilihan umum

Provinsi Lampung 2019.

Penelitian tentang implikasi pakta integritas partai politik terhadap

penyusunan calon legislatif pemilihan umum Provinsi Lampung 2019 pada

partai NasDem, PAN dan Partai Golkar telah dilakukan. Penelitian ini

dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi, penulis

akanmemaparkan hasil penelitian dari informan yang sebelumnya telah

ditentukan. Setelah dilakukan penelitian dengan fokus penelitian yang ada,

dengan melihat atau menganalisis mengenai Pakta Integritas Partai Politik

Terhadap Penyusunan Calon Legislatif Pemilihan Umum 2019.
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A. Partai NasDem

1. Tipologi Partai Politik

Tipologi partai politik menurut Katz dan Crotty (2006) yaitu Partai

Kaukus Elit atau Partai Kader, Partai Massa, Catch-All atau Partai

Electoralis, Partai Kartel, dan Partai Firma Bisnis. Pada umumnya,

sistem multipartai yang dianut Indonesia menimbulkan banyak partai

yang memiliki kesamaan ideologi bahkan kekaburan

ideologi.Ditambah pula dengan sifat banyak partai di Indonesia yang

sungkan untuk mengklaim dirinya sebagai salah satu partai yang

menggunakan model atau tipologi tertentu.

Jika diperhatikan, Partai NasDem tergolong kedalam tipologi partai

Catch-All karena karakteristik utama dari partai seperti ini adalah

platform dengan tingkat organisasi yang tidak terlalu mengakar. Partai

NasDem umumnya hanya berusaha untuk menarik perhatian dan

suara masyarakat dari berbagai jenis kalangan. Oleh karena itu, tujuan

dari partai ini tidak lain hanya mendapat suara sebanyak-banyaknya

agar dapat kembali bertengger di parlemen.11

Hal tersebut diatas selaras dengan hasil penelitian yang telah peneliti

lakukan dengan hasil wawancara terhadap J. B. Geovanni selaku

Wakil Ketua Bidang Pertanian dan Maritim Partai NasDem, sebagai

berikut :

“Partai NasDem merupakan partai yang bersifat nasionalis
dengan proses perekrutannya terbuka dan dari semua kalangan.

11sumber: pinterpolitik.com diakses pada tanggal 12 Juli 2019 pukul 19:01 WIB
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Partai NasDem memiliki jenjang pengkaderan mulai dari kader
tunas, kader dasar, kader madya hingga kader paripurna. Untuk
meraih suara pemilih sebanyak-banyaknya dalam proses
pengkaderan, partai NasDem memiliki strategi baru yang
berbeda dengan partai lain yaitu dengan memanfaatkan party
switching atau perpindahan partai dan juga merekrut artis untuk
menarik perhatian dan suara dari rakyat, dengan strategi tersebut
diharapkan dapat membantu mendongkrak perolehan suara partai
ini.” (Wawancara pada tanggal 2 Juli 2019)

Berdasarkan beberapa proses perekrutan anggota partainya yang telah

disebutkan oleh J. B Geovanni diatas, perekrutannya juga melalui

organisasi sayap yaitu garda pemuda untuk perekrutan anak muda,

liga mahasiswa NasDem untuk perekrutan mahasiswa, kemudian

garnita untuk perekrutan ibu-ibu atau perempuan. Sistem

kepengurusannya dari level pusat, provinsi sampai tingkat kelurahan.

Untuk tingkat pusat yaitu DPP (Dewan Pimpinan Pusat), untuk

provinsi DPW (Dewan Pimpinan Wilayah), untuk kabupaten/kota

DPD (Dewan Pimpinan Daerah), untuk kecamatan DPC (Dewan

Pimpinan Cabang), dan untuk kelurahan DPRP (Dewan Pimpinan

Ranting), dari sistem kepengurusan itulah secara otomatis terekrut

atau terbentuknya anggota-anggota kader partai NasDem.

Selaras dengan hasil wawancara dengan Yogi Setiawan selaku Garda

Pemuda Partai NasDem sebagai berikut:

“alasan saya memilih partai nasdem dan ikut dalam
keanggotaannya karena partai nasdem menawarkan perubahan
dengan cara menjadikan perubahan dalam kerangka nasionalisme
dan demokrasi. Pengkaderan partai nasdem meliputi kader tunas,
kader dasar, kader madya, hingga kader paripurna. Selain itu
partai nasdem dalam perekrutannya juga banyak dikalangan
selebriti untuk membuat nasdem lebih dikenal publik dengan
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daya tarik artis itu. Selain itu juga partai ini tidak meminta mahar
atau semacam janji pada anggota kadernya.”
(Wawancara pada tanggal 9 November 2019)

Dikarenakan tidak memiliki organisasi partai yang cukup kuat, maka

partai NasDem beralih pada sistem rekrutmen lain yaitu party

switching dan merekrut artis. Sejauh ini transfer calon legislatif ala

NasDem ini terbukti sukses dimana mereka menjadi partai yang

paling banyak mengirim bakal calon legislatif saat masa

pendaftaran.12 Untuk melancarkan dua strategi rekrutmen tersebut,

partai NasDem rela menghabiskan dana miliaran untuk melabuhkan

nama-nama terkenal ke partai mereka.

Transfer calon legislatif dengan popularitas tinggi jelas diharapkan

dapat membantu mendongkrak perolehan suara partai ini. Diatas

kertas, nama-nama terkenal dapat membantu mereka untuk

menambah perolehan suara. Dengan begitu, mereka tetap eksis lebih

lama di paerlemen.

2. Pakta Integritas Partai Politik

Pakta integritas merupakan instrumen pencegahan tindak kejahatan

publik, mengikat individu atau institusi untuk berintegritas. Secara

institusi, instrumen ini digunkan untuk mengurangi biaya bisnis dalam

proses privatisasi, perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Isi dari

pakta integritas adalah partai politik menjamin seluruh bakal calon

anggota DPRD Provinsi Pemilu 2019 yang diajukan kepada KPU

12 sumber: pinterpolitik.com diakses pada tanggal 20 agustus 2019 pukul 13:10 WIB
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Provinsi memiliki integritas dan komitmen yang tinggi, kemudian

bakal calon bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba,

kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi, terakhir daftar

calon tetap/calon terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana

bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi

bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan bakal

calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon

Sementara/calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calon

terpilih anggota DPRD Provinsi di daerah pemilihan yang

bersangkutan.

Dari pakta integritas tersebut NasDem mematuhi pakta integritas

karena NasDem tidak mencalonkan caleg yang terindikasi atau

mantan narapidana. NasDem merupakan sebuah partai yang memiliki

integritas dan menolak untuk mencalonkan calon legislatif mantan

napi atau terindikasi melakukan kegiatan kriminalitas. Hal tersebut

sesuai dengan pernyataan dari J. B. Geovanni selaku Wakil Ketua

Bidang Pertanian dan Maritim Partai NasDem, sebagai berikut :

“perekrutan atau pendaftaran caleg yang dilakukan oleh
Partai NasDem dinamakan Indonesia Memanggil.
Kemudian setelah pendaftaran dilakukan penyaringan atau
interview untuk menilai orang itu layak atau tidak menjadi
caleg. Penilaian layak atau tidaknya berdasarkan
kemampuan intelektual, mempunyai massa atau tidak
dengan melakukan survey, lalu kemampuan finansial.
Kemudian dipilihlah caleg yang memenuhi kelayakan dari
proses tersebut. Penyusunan caleg juga didasarkan pada
pakta integritas, partai nasdem sendiri tidak pernah
mencalonkan kader yang pernah menjadi mantan napi.”
(Wawancara pada tanggal 2 Juli 2019)
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Selaras dengan hasil wawancara terhadap Yogi Setiawan selaku

Garda Pemuda Partai NasDem sebagai berikut:

“partai nasdem mengingatkan kepada para kadernya untuk
menjaga moral. Kalau ada yang “membandel”, korupsi
misalnya, tanpa ampun partai langsung memecat yang
bersangkutan dan diminta mengundurkan diri tanpa syarat.
Nasdem tidak harus menunggu keputusan pengadilan,
apalagi jikakasus yang dihadapi adalah korupsi.”
(Wawancara pada tanggal 9 November 2019)

Pada dasarnya calon legislatif dari partai NasDem tidak harus kader

asli binaan partai NasDem, walaupun ada anggota-anggota baru

asalkan memenuhi kriteria yang telah disebutkan diatas maka

siapapun bisa menjadi calon legislatif. Selain itu harus sesuai dengan

syarat yang tercantum di dalam AD/ART atau Peraturan Organisasi

Partai NasDem.

Berkaitan dengan pakta integritas, partai NasDem tidak mendukung

dan tidak memberikan toleransi terhadap anggota atau kader partai

NasDem yang terindikasi sebagai mantan narapidana seperti yang

tercantum dalam pakta integritas. Partai NasDem langsung

memberhentikan anggotanya yang menjadi narapidana atau mantan

narapidana dan langsung mencopot jabatan anggotanya tersebut di

dalam partai.

Narasumber berikutnya juga meyakini bahwa sampai dengan pemilu

yang telah berlangsung tidak ada pelanggaran tentang pakta integritas

yang dilakukan oleh Partai NasDem, karena Partai NasDem tidak

mencalonkan calon legislatif mantan narapidana. Berikut ini adalah
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hasil wawancara terhadap Ricky Ardhian selaku anggota divisi

pengawasan pemilu (Bawaslu) :

“awal mulanya pakta integritas itu ada di bawaslu
kemudian menyetujui ke kpk, seluruh partai politik
terutama partai NasDem menyetujui adanya pakta
integritas itu. Partai NasDem sendiri tidak pernah
mencalonkan anggota partai yang pernah menjadi
narapidana sebagai calon legislatif. Jadi di Partai NasDem
siapapun yang pernah menjadi narapidana tidak akan
dicalonkan karena dari internal partainya juga langsung
memecat siapapun anggotanya yang terindikasi kasus-
kasus apapun, dan tidak ada juga dukungan dari partai.”
(Wawancara pada tanggal 10 Juli 2019)

B. Partai Amanat Nasional (PAN)

1. Tipologi Partai Politik

Partai Amanat Nasional (PAN) tergolong ke dalam tipologi Partai

Kartel karena dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan

menemukan bahwa PAN adalah partai yang berasaskan Pancasila dan

bersifat terbuka, majemuk dan mandiri, berasal dari berbagai etnis,

anggotanya ada yang berasal dari parlemen dan kelompok

kepentingan seperti lembaga swadaya masyarakat ataupun organisasi

lainnya, perekrutan anggotanya diutamakan dari struktur negara

(pejabat).

Partai Kartel sendiri merupakan partai yang berorientasi pada pencari

jabatan (office-seeking), sehingga dalam perekrutan elit partai,

rekrutmen terutama dilakukan dari dalam struktur negara (birokrasi).

Hal ini dapat dipahami selain karena partai sangat bergantung pada

negara, tetapi juga tujuan partai yang ingin mempertahankan
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kekuasaannya di eksekutif. Terbentuknya partai kartel memberikan

pengaruh pada pemilu karena menang atau kalah dalam pemilihan

hanya membuat sedikit perbedaan tujuan politik partai. Partai Kartel

juga saling bertukar dukungan untuk kebijakan yang

menguntungkan.13

Selaras dengan hasil wawancara terhadap Ahmad Iswan H. Caya

selaku Sekretaris PAN, sebagai berikut :

“PAN ini bersifat terbuka, bermoralkan agama, berlandaskan
Pancasila dan UUD1945. Anggotanya bermacam, ada yang di
parlemen, luar parlemen, dan juga eksektuif. PAN dari internal
perekrutannya melalui penguatan ideologi partai yaitu LKAD
(Latihan Keamanan Dasar), LKAM (Latihan Keamanan Amanah
Madya), dan LKAU (Latihan Keamanan Utama), secara
eksternal direkrut tokoh-tokoh sesuai dengan segmennya ada dari
kelompok etnis, kelompok ormas, kepemudaan, dan juga
pejabat-pejabat negara. Selain itu juga dalam proses
dukungannya terjadi pertukaran-pertukaran dukungan untuk
menyuarakan kebijakan atau kepentingan yang menguntungkan.”
(Wawancara pada tanggal 28 Juni 2019)

Penulis juga melakukan wawancara terhadap salah satu Staff PAN

yaitu Ramadhan, sebagai berikut:

“menurut saya PAN salah satu partai menengah yang bisa
menjadi pilihan untuk masyarakat siapapun. Di era politik praktis
saat ini PAN masi mempertahankan ideologinya untuk
kepentingan masyarakat. Selain itu untuk orang-orang yang baru
masuk ke dunia politik, PAN menjadi salah satu partai yang bisa
menjadi alternative sebagai penyambung aspirasi masyarakat,
makanya saya memilih PAN.”
(Wawancara pada tanggal 10 November 2019)

Munculnya partai kartel merupakan penggabungan partai parlemen

dan aparatur negara (kelompok kepentingan). Pada dasarnya tipe

13sumber: kompasiana.com diakses pada tanggal 16 Juli 2019 pukul 20:10 WIB
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partai ini bercirikan peleburan partai di jabatan publik dengan

beberapa kelompok kepentingan yang membentuk kartel politik yang

tujuannya untuk mempertahankan kekuasaan eksekutif.

2. Pakta Integritas Partai Politik

Pakta integritas merupakan instrumen pencegahan tindak kejahatan

publik, mengikat individu atau institusi untuk berintegritas. Secara

institusi, instrumen ini digunkan untuk mengurangi biaya bisnis dalam

proses privatisasi, perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Isi dari

pakta integritas adalah partai politik menjamin seluruh bakal calon

anggota DPRD Provinsi Pemilu 2019 yang diajukan kepada KPU

Provinsi memiliki integritas dan komitmen yang tinggi, kemudian

bakal calon bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba,

kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi, terakhir daftar

calon tetap/calon terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana

bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi

bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan bakal

calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon

Sementara/calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calon

terpilih anggota DPRD Provinsi di daerah pemilihan yang

bersangkutan.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan menemukan bahwa PAN tidak

mematuhi pakta integritas karena PAN mencalonkan mantan

narapidana dalam kasus penggelapan dana partai yaitu Bonanza
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Kesuma sebagai calon legislatif DPRD Provinsi Lampung, dari kasus

tersebut Bonanza Kesuma dikenakan hukuman 9 bulan percobaan

namun dengan kasus tersebut Bonanza Kesuma dianggap berstatus

sebagai mantan narapidana korupsi.Sesuai dengan pakta integritas

yang berlaku, tentunya PAN melanggar ketiga dari poin pakta

integritas, namun pihak PAN mengajukan permohonan kepada

Bawaslu dan KPU agar dapat mencalonkan mantan narapidana

tersebut karena sesuai dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2018, PKPU

Nomor 21 Tahun 2018, dan PKPU Nomor 30 Tahun 2018 yang

menyatakan bahwa mantan narapidana korupsi diperbolehkan menjadi

calon legislatif denganharus melengkapi beberapa syarat jika ingin

kembali mencalonkan mantan narapidana sebagai calon legislatif.14

Selain dari PKPU Nomor 14 Tahun 2018, PKPU Nomor 21 Tahun

2018, dan PKPU Nomor 30 Tahun 2018 pakta integritas bersebrangan

aturannya dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum dan UUD 1945 Pasal 28 J Tentang Hak Asasi Manusia,

dengan adanya UU tersebut pihak Bawaslu dan KPU menerima

permohonan dari PAN, kemudian PAN harus melengkapi syarat-

syarat yang ditentukan yaitu amar putusan pengadilan, surat

keterangan dari kejaksaan, bukti pengumuman pernah sebagai

terpidana di media massa dan surat pernyataan dari pimpinan redaksi

media terkait. Setelah PAN melengkapi persyaratan tersebut, calon

14sumber: inilampung.com diakses pada tanggal 17 Juli 2019 pukul 13:13 WIB
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legislatif dari PAN akan dimasukkan sebagai DCT (Daftar Calon

Tetap).

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ahmad Iswan H. Caya

selaku Sekretaris PAN, sebagai berikut :

“iya salah satu caleg Provinsi Lampung dari PAN ada
yang pernah menjadi mantan narapidana yaitu Bonanza
Kesuma kasus penggelapan dana partai dengan hukuman 9
bulan percobaan. Bonanza kembali dicalonkan meskipun
mantan napi karena melalui beberapa proses dan tahapan-
tahapan yaitu sesuai dengan PKPU dan UU. Setelah
berkas-berkas tersebut sudah lengkap barulah diajukan ke
bawaslu dan kpu.Setelah dikaji ulang oleh pihak bawaslu
dan kpu akhirnya Bonanza dinyatakan memenuhi syarat
dan masuk sebagai daftar calon tetap.” (Wawancara pada
tanggal 28 Juni 2019)

Adapun narasumber lainnya yaitu Ramadhan selaku Staff PAN yang

memberikan komentar tentang anggota kader PAN mantan narapidana

yang kembali menjadi calon legislatif, dengan hasil wawancara

sebagai berikut:

“caleg yang merupakan mantan napi tersebut jelas sudah
melalui tahap dan memenuhi persyaratan sebagaimana
yang diminta oleh pihak kpu dan bawaslu. Selain itu pihak
partai juga mendukung dan membantu caleg dalam
melengkapi kebutuhan saat proses pencalonan. Saya
sendiri tetap memilih caleg tersebut ya karena beliau sudah
lolos verifikasi untuk menjadi caleg, hal itu juga tidak
merugikan internal partai.”
(Wawancara pada tanggal 10 November 2019)

Narasumber berikutnya juga meyakini bahwa sampai dengan pemilu

yang telah berlangsung meskipun PAN tidak mematuhi pakta

integritas, tetapi PAN telah memenuhi syarat yang telah ditentukan

dan juga sesuai dengan PKPU dan UU yang berlaku. Berikut ini
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adalah hasil wawancara terhadap Ricky Ardhian selaku anggota divisi

pengawasan pemilu (Bawaslu) :

“terkait pakta integritas memang ada beberapa partai yang
masih mencalonkan mantan napi termasuk salah satunya
PAN, tetapi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir
diterbitkannya PKPU tentang aturan-aturan caleg yang
pernah menjadi napi diperbolehkan menjadi caleg. Pada
awalnya juga sudah diajukan ke MK dan dari MK pun
menyetujui. PAN harus melengkapi syarat-syarat jika
ingin mencalonkan mantan napi, setelah syarat-syarat
tersebut sudah diterima dan sudah lengkap maka caleg
mantan napi dari PAN kemudian dijadikan daftar calon
tetap.” (Wawancara pada tanggal 10 Juli 2019)

Ketidakserasian antara Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan

Umum serta Undang-Undang Dasar tentang HAM dengan pakta

integritas menguatkan beberapa partai politik untuk kembali

mencalonkan mantan narapidana dari anggota partainya. Pada

awalnya partai-partai yang ingin mencalonkan mantan narapidana

mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian dari MK

menyetujui karena adanya Undang-Undang dan Peraturan KPU yang

memperbolehkan.

C. Partai Golongan Karya (Golkar)

1. Tipologi Partai Politik

Tipologi partai politik menurut Katz dan Crotty (2006) yaitu Partai

Kaukus Elit atau Partai Kader, Partai Massa, Catch-All atau Partai

Electoralis, Partai Kartel, dan Partai Firma Bisnis. Partai Golkar

tergolong kedalam tipologi Partai Kartel karena dari hasil penelitian

yang telah peneliti lakukan menemukan bahwa Golkar adalah partai
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yang keanggotaan partainya mengandalkan sosok personal anggota

sebagai figur birokrat yang dikenal cukup baik oleh publik, partai

Golkar juga merupakan partai koalisi, partai koalisi akan

mendapatkan jatah posisi di kabinet (eksekutif) dan akan mendukung

setiap kebijakan pemerintahan.

Lukmantoro (2010) menyatakan bahwa bentuk partai kartel politik di

Indonesia saat ini terbentuk dari Sekretatriat Gabungan (Setgab)

Koalisi Partai yang salah satu partai nya adalah Partai Golkar,

dianggap sebagai kartelisasi partai politik karena dianggap dapat

menghambat kompetisi partai karena mayoritas partai bergabung

dalam Setgab, karena Setgab Koalisi selalu satu suara dalam

mendukung setiap kebijakan pemerintah sehingga menghasilkan apa

yang disebut dengan “partisipasi yang lebih besar dengan persaingan

yang lebih sedikit”. Selaras dengan hasil wawancara terhadap Ira

selaku Wakil Sekretaris Partai Golkar, sebagai berikut :

“pada dasarnya partai golkar bersifat terbuka, nasionalis, untuk
semua kalangan dan bukan dari elit tertentu, tetapi proses
perekrutannya diutamakan dari eksekutif atau dari pejabat
pemerintahan karena figurnya akan membantu partai lebih
dikenal oleh publik. Partai golkar sendiri juga merupakan partai
yang menjadi gabungan dengan partai lain atau partai koalisi
untuk menyuarakan persamaan kebijakan-kebijakan yang
dilakukan oleh pemerintah,  dalam artian yang menjadi partai
koalisi pasti satu suara dalam mendukung aparatur negara
(birokrat).” (Wawancara pada tanggal 3 Juli 2019)

Penulis juga mewawancarai salah satu pemilih Partai Golkar yakni

Yunita Sari dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“alasan saya memilih partai golkar karena golkar menjadi wadah
pemuda potensial berkumpul, partai ini mendakwahkan semangat
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dan toleransi dengan menyebarluaskan semangat Pancasila yang
merupakan dasar negara ini. golkar juga selalu mengikuti
perkembangan zaman untuk pengembangan dan pemanfaatan
teknologi kearah positif.”
(Wawancara pada tanggal 10 November 2019)

Partai Golkar bersinergi untuk membangun bangsa melalui berbagai

program kekaryaan yang melibatkan masyarakat luas. Dengan adanya

semangat moderasi serta toleransi di dalam Partai Golkar, persatuan

terjaga dengan baik terlihat pada keanggotaan partai terdapat banyak

kader dari berbagai latar belakang.

Keragaman dinilai sebagai potensi untuk mempersatukan dan

memajukan negeri ini. Pada era millenial ini salah satu bentuk

pemanfaatan dan pengembangan teknologi secara positif dengan

membuat konten kreatif untuk menyebarluaskan pesan kebangsaan

dan kekaryaan. Tidak terlepas dari tipologi Partai Golkar yang

tergolong partai kartel, partai ini tetap mengutamakan perekrutan dari

pejabat-pejabat publik untuk tetap mempertahankan kekuasaannya.

2. Pakta Integritas Partai Politik

Pakta integritas merupakan instrumen pencegahan tindak kejahatan

publik, mengikat individu atau institusi untuk berintegritas. Secara

institusi, instrumen ini digunkan untuk mengurangi biaya bisnis dalam

proses privatisasi, perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Isi dari

pakta integritas adalah partai politik menjamin seluruh bakal calon

anggota DPRD Provinsi Pemilu 2019 yang diajukan kepada KPU

Provinsi memiliki integritas dan komitmen yang tinggi, kemudian
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bakal calon bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba,

kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi, terakhir daftar

calon tetap/calon terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana

bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi

bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan bakal

calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon

Sementara/calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calon

terpilih anggota DPRD Provinsi di daerah pemilihan yang

bersangkutan.

Sama hal nya dengan PAN, dari pakta integritas tersebut partai Golkar

juga tidak mematuhi pakta integritas yakni dengan mencalonkan

anggota yang menjadi mantan narapidana. Calon legislatif dari partai

Golkar yaitu Junaidi atau Ahmad Junaidi Sunardi yang menjadi

mantan terpidana dalam kasus penggelapan dana partai dengan

hukuman 9 bulan percobaan. Pada kasus tersebut, Junaidi dianggap

termasuk sebagai mantan terpidana korupsi, namun partai Golkar

tetap mencalonkan anggotanya karena terdapat aturan-aturan dalam

PKPU Nomor 14 Tahun 2018, PKPU Nomor 21 Tahun 2018, dan

PKPU Nomor 30 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa mantan

narapidana korupsi diperbolehkan menjadi calon legislatif dengan

harus melengkapi beberapa syarat jika ingin kembali mencalonkan

mantan narapidana sebagai calon legislatif.
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Lain hal dari PKPU tersebut, pihak partai Golkar juga memberanikan

untuk mencalonkan anggotanya yang merupakan mantan narapidana

karena pakta integritas bersebrangan dengan UU Nomor 7 Tahun

2017 Tentang Pemilihan Umum dan UUD 1945 Pasal 28 J Tentang

Hak Asasi Manusia.

Bawaslu dan KPU mengkaji ulang Peraturan KPU dan UU sehingga

partai diperbolehkan mencalonkan mantan narapidana dengan

melengkapi dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Seperti PAN, partai Golkar juga harus memenuhi syarat yaitu amar

putusan pengadilan, surat keterangan dari kejaksaan, bukti

pengumuman pernah sebagai terpidana di media massa dan surat

pernyataan dari pimpinan redaksi media terkait. Kemudian partai

Golkar telah melengkapi berkas-berkas tersebut dan memenuhi syarat,

setelah itu Junaidi dimasukkan sebagai DCT (Daftar Calon Tetap).

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ira selaku Wakil

Sekretaris Partai Golkar, sebagai berikut :

“iya sebelumnya Junaidi pernah menjadi mantan
narapidana karena kasus penggelapan dana partai dengan
hukuman 9 bulan percobaan. Mengapa bisa tetap
dicalonkan karena di dalam PKPU diperbolehkan bila
mantan narapidana korupsi kembali dicalonkan dengan
memenuhi beberapa syarat, sebelumnya mengajukan
permohonan ke bawaslu dan kpu lalu setelah itu
memberikan surat putusan pengadilan, mengumumkan di
media massa bahwa pernah beliau mantan narapidana dan
juga surat dari kejaksaan.”
(Wawancara pada tanggal 3 Juli 2019)
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Adapun narasumber dari pemilih Partai Golkar yaitu Yunita sari yang

menanggapi Partai Golkar dalam mencalonkan mantan narapidana,

sebagai berikut:

“menurut saya biarlah menjadi privasi saya sendiri dalam
menentukan mau memilih caleg dari partai a, b maupun
yang lainnya. Terkait pandangan saya dengan partai golkar
yang mencalonkan napi eks koruptor, hal itu tentu akan
membuat citra buruk kepada partai dan pandangan
masyarakat kepada partai golkar. Akan tetapi perlu di ingat
bahwa citra pencalonan eks koruptor tidak terlalu
berdampak buruk karena partai golkar termasuk kedalam 3
partai yang memperoleh suara terbanyak pada pileg
kemarin diatas nasdem dan pan, yang sejatinya nasdem
tidak mencalonkan eks napi koruptor”.
(Wawancara pada tanggal 10 November 2019)

Narasumber berikutnya juga meyakini bahwa sampai dengan pemilu

yang telah berlangsung, partai Golkar telah melanggar pakta integritas

tetapi dengan adanya aturan yang tercantum dalam PKPU Nomor 14

Tahun 2018, PKPU Nomor 21 Tahun 2018, dan PKPU Nomor 30

Tahun 2018, serta UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum dan UUD 1945 Pasal 28 J Tentang Hak Asasi Manusia, partai

Golkar diterima permohonannya mencalonkan mantan narapidana

kepada Bawaslu dan KPU untuk  memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan, dan partai Golkar telah lolos dari persyaratan tersebut.

Berikut ini adalah hasil wawancara terhadap Ryan Andila selaku

Kasubbag Kepartaian KPU :

“pakta integritas memang berlaku untuk semua partai,
pihak kpu pun awalnya menjunjung tinggi pakta integritas
tersebut, tapi berlawanan dengan UUD dan PKPU. Untuk
partai golkar salah satunya dari caleg provinsi Junaidi
memang menjadi mantan napi yang terkena kasus
penggelapan dana partai, namun saat ini dia kembali
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menjadi caleg karena sudah melalui tahapan-tahapan tadi
dan dinyatakan memenuhi syarat selain itu juga telah
dimasukkan sebagai daftar calon tetap provinsi Lampung”.
(Wawancara pada tanggal 11 Juli 2019)

Setelah pencalonan yang berhasil dilakukan oleh Partai Golkar

dengan tahapan-tahapan tersebut, ternyata calon legislatif Junaidi

terlibat kasus suap dan gratifikasi oleh Mustafa mantan Bupati

Lampung Tengah, pada awal pencalonan Junaidi belum ditetapkan

sebagai tersangka namun pada saat proses pemilu telah berjalan,

Junaidi telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini masih terus

diselidiki oleh KPK.

D. Analisis Perbandingan Tipologi Partai Politik dan Pakta Integritas

Partai NasDem, PAN dan Partai Golkar

Berdasarkan penjelasan tentang Tipologi Partai Politik dan Pakta

Integritas yang telah peneliti jabarkan diatas, adapun tabel analisisnya

sebagai berikut:

Tabel 7. Perbandingan Tipologi Partai Politik dan Pakta Integritas Partai
NasDem, PAN dan Partai Golkar

Indikator Partai Politik Analisis

Partai NasDem PAN Partai Golkar

Tipologi
Partai Politik

Partai NasDem
yaitu partai yang
proses
perekrutannya
terbuka dan dari
semua kalangan
untuk
mendapatkan
suara sebanyak-
banyaknya pada
saat proses
pemilu. Agar

PAN
keanggotaannya
bermacam ada
yang di parlemen,
luar parlemen dan
juga eksekutif.
Secara eksternal
direkrut tokoh-
tokoh sesuai
dengan
segmennya misal
dari kelompok

Partai Golkar
proses
prekrutannya
diutamakan dari
eksekutif atau
dari pejabat
pemerintahan
karena figurnya
akan membantu
partai lebih
dikenal oleh
publik. Partai

Pada dasarnya
partai politik di
Indonesia tidak ada
klasifikasi tipe
partai tertentu
dikarenakan
terdapat
perkembangan-
perkembangan dari
tiap-tiap partai
seiring berjalannya
waktu dari masa ke
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meraih suara
sebanyak-
banyaknya, dalam
proses
pengkaderan
partai NasDem
memiliki strategi
baru yaitu dengan
memanfaatkn
party switching
atau perpindahan
partai dan juga
merekrut artis
untuk menarik
perhatian dan
suara dari rakyat,
dengan strategi
tersebut
diharapkan dapat
menaikkan
perolehan suara
partai NasDem.

etnis, kelompok
ormas,
kepemudaan dan
juga pejabat-
pejabat negara.

golkar juga
merupakan partai
yang menjadi
gabungan dengan
partai lain atau
partai koalisi
untuk
menyuarakan
persamaan
kebijakan-
kebijakan yang
dilakukan
pemerintah.

masa. Begitupun
dengan Partai
NasDem, PAN dan
Partai Golar tidak
secara langsung
menyebutkan partai
yang mereka anut
termasuk kedalam
tipologi partai
tertentu, tetapi
menyebutkan ciri-
ciri yang dapat
peneliti analisis dan
dikaitkan dengan
teori Katz dan
Crotty (2006)
tentang Tipologi
Partai Politik.

Dilihat dari hasil
wawancara yang
telah peneliti
lakukan, dapat
disimpulkan bahwa
Partai NasDem
termasuk kedalam
tipologi partai
catch-all karena
sesuai dengan
pengertian dan
pendapat dari
narasumber di
partai NasDem.
Kemudian untuk
PAN dan Partai
Golkar termasuk
kedalam tipologi
partai kartel karena
terdapat kesamaan
dalam proses
perekrutannya
untuk membuat
PAN maupun
Partai Golkar
menjadi partai yang
lebih dikenal oleh
publik dengan
mayoritas merekrut
pejabat negara.

Pakta
Integritas

Partai Politik

Partai NasDem
sangat menjunjung
tinggi pakta

Salah satu caleg
dari PAN yang
menjadi mantan

Caleg mantan
napi dari partai
golkar yaitu

Pakta integritas
merupakan hal
mendasar di setiap



76

integritas. Sampai
saat ini partai
NasDem tidak
pernah
mencalonkan
mantan narapidana
dari anggota
partai. Jika
anggota partai ada
yang terindikasi
kasus seperti yang
disebutkan di
dalam pakta
integritas, maka
partai NasDem
tidak memberikan
toleransi apapun
dan langsung
mencopot jabatan
dalam partai serta
diberhentikan dari
partai.

narapidana yaitu
Bonanza Kesuma
kasus
penggelapan dana
partai dengan
hukuman 9 bulan
percobaan.
Bonanza kembali
dicalonkan
meskipun mantan
napi karena ada
PKPU dan UU
tidak selaras
dengan pakta
integritas yang
membolehkan
mantan
narapidana dapat
dicalonkan. Caleg
napi juga harus
melengkapi
syarat berkas
yaitu amar
putusan
pengadilan, surat
keterangan dari
kejaksaan, bukti
pengumuman
pernah sebagai
terpidana di
media massa dan
surat pernyataan
dari pimpinan
redaksi media
terkait.

Junaidi kasus
penggelapan dana
partai dengan
hukuman 9 bulan
percobaan.
Junaidi
dicalonkan oleh
partai golkar
meskipun mantan
napi karena
adanya hak-hak
yang mengatur
tentang
kebebasan
individu serta
adanya PKPU
dan UU pemilu
yang
memperbolehkan
mantan napi
menjadi caleg.
Dengan
memenuhi
kelengkapan
syarat barulah
Junaidi sah
menjadi caleg
Provinsi
Lampung.

partai sebagai
syarat seseorang
dapat menjadi
calon legislatif.
Namun dalam
kurun waktu 3
tahun terakhir
diterbitkannya
Peraturan KPU
tentang pencalonan
legislatif khususnya
pada PKPU Nomor
14 Tahun 2018,
PKPU Nomor 21
Tahun 2018 dan
PKPU Nomor 30
Tahun 2018, selain
itu ada pula
Undang-Undang
Nomor 7 tentan
Pemilihan Umum
dan UUD 1945
Pasal 28 J tentang
Hak Asasi
Manusia. Hal itu
yang menguatkan
beberapa partai
politik kembali
mencalonkan
mantan narapidana.
Pada awalnya pihak
KPU dan Bawaslu
mengadakan rapat
pleno terkait
permasalahan
tersebut kemudian
hasil dari rapat itu
pihak KPU dan
Bawaslu
memberikan izin
serta menerima
permohonan dari
partai-partai yang
ingin mencalonkan
mantan narapidana,
selain KPU dan
Bawaslu,
Mahkamah
Konstitusi juga
menyetujui
peraturan tersebut.
PAN dan Partai
Golkar harus
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memenuhi dan
melengkapi syarat
jika ingin
mencalonkan
mantan narapidana
yaitu amar putusan
pengadilan, surat
keterangan dari
kejaksaan, bukti
pengumuman
pernah sebagai
terpidana di media
massa dan surat
pernyataan dari
pimpinan redaksi
media terkait.

Partai NasDem
merupakan salah
satu partai yang
tidak pernah
mencalonkan
mantan narapidana
dengan tidak
memberikan
toleransi dan
dukungan apapun
terhadap anggota
yang terindikasi
kasus korupsi,
bandar narkoba
maupun kejahatan
seksual terhadap
anak. Sementara
PAN dan Partai
Golkar dapat
mencalonkan
anggota partainya
yang pernah
menjadi mantan
narapidana dengan
mengikuti proses-
proses dan tahapan
yang ditentukan.
Setelah pihak PAN
dan Partai Golkar
telah melengkapi
syarat-syarat yang
telah disebutkan
diatas, maka calon
legislatif mantan
narapidana tersebut
dinyatakan lolos
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berkas memenuhi
syarat dan masuk
sebagai daftar calon
tetap.

Sumber: Diolah Peneliti (2019)

Dari hasil penjelasan tentang analisis diatas terdapat perbedaan mengenai

tipologi partai politik dan pakta integritas Partai NasDem, PAN dan Partai

Gokar. Partai NasDem termasuk kedalam tipologi partai catch-all serta

mematuhi pakta integritas, sementara PAN dan Partai Golkar termasuk

kedalam tipologi partai kartel serta tidak mematuhi pakta integritas.

E. Perbandingan Integritas Calon Legislatif Provinsi Lampung 2019

dari Partai NasDem, PAN dan Partai Golkar

Setelah menganalisis Tipologi Partai Politik dan Pakta Integritas Partai

NasDem, PAN dan Partai Golkar, berikut daftar nama-nama calon

legislatif dari masing-masing pengusung partai:

Tabel 8. Perbandingan Integritas Calon Legislatif

No. Nama Caleg Partai
NasDem

PAN Partai Golkar Hasil
Kesimpulan

M TM M TM M TM M TM
1. Fauzan Sibron (Dapil 1

Bandar Lampung)
√ √

2. Wahrul Fauzi Silalahi
(Dapil 2 Lampung
Selatan)

√ √

3. Siti Rahma (Dapil 3
Pesawaran, Metro dan
Pringsewu)

√ √

4. Nuril Anwar (Dapil 4
Tanggamus, Lampung
barat dan Pesisir Barat)

√ √

5. Mardiana (Dapil 5
Lampung Utara dan Way
Kanan)

√ √

6. Budi Yuhanda (Dapil 6
Tulang Bawang, Tulang
Bawang Barat dan

√ √
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Mesuji)
7. Asih Fatwanita (Dapil 7

Lampung Tengah)
√ √

8. H. Garinca Reza Pahlevi
(Dapil 8 Lampung Timur)

√ √

9. Yusirwan (Dapil 1
Bandar Lampung)

√ √

10. Ahmad Fitoni (Dapil 2
Lampung Selatan)

√ √

11. A. Iswan Caya (Dapil 3
Pesawaran, Metro dan
Pringsewu)

√ √

12. Joko Susanto (Dapil 4
Tanggamus, Lampung
barat dan Pesisir Barat)

√ √

13. Darwin Hifni (Dapil 5
Lampung Utara dan Way
Kanan)

√ √

14. Suprapto (Dapil 6 Tulang
Bawang, Tulang Bawang
Barat dan Mesuji)

√ √

15. Bonanza Kesuma (Dapil
7 Lampung Tengah)

‒ ‒

16. Asmara Dewi (Dapil 8
Lampung Timur)

√ √

17. Azwar Yacub (Dapil 1
Bandar lampung)

√ √

18. Tony Eka Chandra (Dapil
2 Lampung Selatan)

√ √

19. Ririn Kuswantari (Dapil 3
Pesawaran, Metro dan
Pringsewu)

√ √

20. Supriadi Hamzah (Dapil
4 Tanggamus, Lampung
barat dan Pesisir Barat)

√ √

21. Darlian Pone (Dapil 5
Lampung Utara dan Way
Kanan)

√ √

22. Ismed Roni (Dapil 6
Tulang Bawang, Tulang
Bawang Barat dan
Mesuji)

√ √

23. H.  Achmad Junaidi
Sunardi (Dapil 7
Lampung Tengah)

‒ ‒

24. H. Azwar Hadi (Dapil 8
Lampung Timur)

√ √

Sumber: Diolah Peneliti (2019)

Keterangan: M : Mematuhi
TM : Tidak Mematuhi



80

√ : Jawaban Mematuhi
‒ : Jawaban Tidak Mematuhi

Berdasarkan tabel 8 tentang perbandingan integritas calon legislatif,

penulis mengambil sampel calon legislatif dari setiap Dapil (Daerah

Pemilihan) yang diusung oleh Partai NasDem, PAN dan Partai Golkar.

Calon legislatif Partai NasDem dari setiap dapil merupakan calon legisatif

yang bersih dari kasus narapidana sebagaimana tercantum di dalam pakta

integritas maupun yang tidak tercantum di dalam pakta integritas. Partai

NasDem merupakan partai yang sangat menjunjung tinggi serta mematuhi

pakta integritas sebagai syarat dalam penyusunan calon legislatif.

Calon legislatif PAN dari 8 dapil yang telah disebutkan pada tabel, salah

satu calon legislatif dari dapil 7 kabupaten lampung tengah yaitu Bonanza

Kesuma merupakan mantan narapidana dengan kasus penggelapan dana

partai dan diberi sanksi hukuman 9 bulan percobaan. Atas kasus tersebut

Bonanza Kesuma kembali mencalonkan diri sebagai calon legislatif

Provinsi Lampung dengan melengkapi syarat-syarat oleh KPU dan

Bawaslu serta mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi,

dengan disetujuinya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi dan adanya

Peraturan KPU serta Undang-Undang yang tidak selaras dengan pakta

integritas, Bonanza Kesuma dinyatakan memenuhi syarat dan

dimasukkan ke dalam daftar calon tetap.

Partai Golkar sama hal nya dengan PAN, salah satu calon legislatifnya

dari setiap calon legislatif yang diusung Partai Golkar pada masing-
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masing dapil, hanya 1 calon legislatif yang merupakan mantan narapidana

yaitu H. Achmad Junaidi Sunardi dari dapil 7 kabupaten lampung tengah

dengan kasus penggelapan dana partai dan diberi sanksi hukuman 9 bulan

percobaan. Pihak Partai Golkar melakukan gugatan ke Bawaslu dan

permohonan tersebut diterima dengan adanya mediasi dan kesepakatan

terhadap KPU untuk melengkapi dokumen persyaratan yang diminta KPU

sebagai penyelenggara, dalam memenuhi ketentuan peryaratan tersebut

adanya kesepahaman yang sesuai dengan Peraturan KPU yang berlaku.

Maka dengan kelengkapan syarat yang telah dipenuhi oleh Partai Golkar,

maka Junaidi dinyatakan lolos berkas dan dimasukkan dalam daftar calon

tetap.

Calon legislatif pemilihan umum provinsi lampung 2019 pada Partai

Nasdem, PAN dan Partai Golkar, calon legislatif dari Partai Golkar

menduduki 10 kursi di DPRD Provinsi Lampung. Sementara PAN

anggotanya hanya menduduki 6 kursi, dan calon legislatif dari Partai

NasDem menduduki 9 kursi15.

F. Hubungan Antara Tipologi Partai Politik dengan Pakta Integritas

Partai Politik

Berdasarkan pakta integritas partai politik memiliki integritas dan

komitmen yang tinggi untuk memberi larangan kepada mantan narapidana

ikut ambil bagian dalam pencalonan anggota legislatif. Namun,

berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018, Peraturan KPU

15 sumber: kpu.go.id diakses pada tanggal 26 September 2019 pukul 13:45 WIB
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Nomor 21 Tahun 2018, dan Peraturan KPU Nomor 30 Tahun 2018 tentang

Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Legislatif

yang menyatakan bahwa mantan narapidana korupsi diperbolehkan

menjadi calon legislatif dengan harus melengkapi beberapa syarat jika

ingin kembali mencalonkan mantan narapidana sebagai calon legislatif hal

ini jelas berseberangan dengan adanya pakta integritas.

Hasil penelitian penulis menyatakan bahwa Partai NasDem merupakan

tipologi partai catch-all yang merupakan pertalian atau penyatuan antara

massa dengan kelompok kepentingan. Karena awalnya partai ini

merupakan bentuk prosfesionalisasi organisasi kepartaian dari partai massa

dan menyesuaikan ideologi dengan tujuan dapat merangkul pemilih yang

lebih luas di luar basis kelas maupun agama tempat mereka berasal

(Pamungkas, 2011).

Sesuai dengan namanya, catch-all, partai ini memang berusaha untuk

meraih atau memiliki massa sebanyak-banyaknya. Agar mencapai tersebut

maka partai ini tidak hanya berusaha mendekati massa yang berasal dari

kelompok, etnis atau agama tertentu layaknya partai massa. Tetapi juga

berusaha memiliki massa dari berbagai macam kelompok dan agama.

Sehingga partai ini di Amerika Serikat sebagai tempat pertamanya muncul

juga dikenal dengan sebutan big tent party (partai tenda besar).

Partai NasDem sebagai partai catch-all berdasarkan konseptualisasi

merupakan partai yang berorientasi pada pencari suara (vote seeking).

Sehingga anggota yang dicalonkan dapat berasal dari internal partai
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maupun eksternal partai. Kefleksibelan ideologi partai dapat dipahami

karena tujuan partai yang hanya meraih suara sebanyak-banyaknya

berdasarkan sifat tipologi catch-all yang dimiliki partai dengan orientasi

pada vote seeking membuat peran dan partisipasi anggota di dalam partai

dirasa kurang penting, karena yang terpenting yaitu aspirasi mood

mayoritas pemilih dan suara anggota ditinggalkan ketika tidak sesuai

dengan mood tersebut (Pamungkas, 2011). Tipologi partai catch-all akan

cenderung taat terhadap pakta integritas yang menghindari pencalonan

anggota legislatif yang bermasalah atau mantan narapidana karena pada

Partai NasDem selalu mengevaluasi setiap anggotanya.

Tipologi partai catch-all yang dianut oleh Partai NasDem berbeda dengan

Partai Golkar dan PAN dalam menyikapi pakta integritas. Berdasarkan

hasil penelitian Partai Golkar dan PAN merupakan partai yang menganut

tipologi kartel. Munculnya partai kartel merupakan penggabungan partai

parlemen dan aparatur negara (dan kelompok kepentingan). Pada dasarnya

tipe partai ini bercirikan peleburan partai di jabatan publik dengan

beberapa kelompok kepentingan yang membentuk kartel poolitik yang

tujuannya untuk mempertahankan kekuasaan eksekutif. Partai ini

selanjutnya berbentuk organisasi professional yang survivalitasnya sangat

bergantung pada negara (Pamungkas, 2011).

Tipologi kartel dalam dimensi pemilih oleh Krouwel (Pamungkas, 2011)

bahwa kemunculan pemilih dan dukungan sosial yaitu “regular clientele”

yang menyediakan terjadi proses “jual beli” kebijakan yang dilakukan
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antara partai dengan pemilih. Jual beli terjadi ketika misalnya dalam masa-

masa menjelang pemilu atau pilkada. Dalam hal ini partai akan mencari

tahu kiranya hal-hal apa atau kebijakan apa yang diinginkan oleh

kelompok tertentu. Setelah itu mereka akan menjual kebijakan tersebut

dan dibeli oleh kelompok tertentu sebagai pemilih melalui suara dalam

pemilu. Disinilah salah satu letak sifat partai kartel yang dimiliki oleh

partai yaitu terjadinya jual beli yang saling menguntungkan dan atas

kesepakatan bersama.

Partai ini sebagaimana yang dikatakan oleh Wolinetz (Pamungkas, 2011)

yaitu, berorientasi pada pencari jabtan (office-seeking). Sehingga dalam

perekrutan elit partai, rekrutmen terutama dilakukan dari dalam struktur

negara (birokrasi). Partai ini berusaha mengambil pejabat-pejabat strategis

negara untuk menjadi bagian dari partai. Hal ini dapat dipahami selain

karena partai sangat bergantung pada negara, tetapi juga tujuan partai yang

ingin mempertahankan kekuasaannya.

Namun karena rekrutmen elit partai berdasarkan pada perekrutan elit

negara (birokrasi), maka di sisi yang lain anggota menjadi sumber

rekrutmen personal politik. Keanggotaan partai biasanya mengandalkan

pada sosok personal anggota sebagai figure birokrat yang cukup dikenal

oleh publik. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan dari PAN dan Partai

Gokar untuk tetap mencalonkan kadernya meskipun pernah menjadi

mantan narapidana. Adanya kesepakatan antara pemilih dan kelompok

kepentingan menjadi alasan partai tipologi kartel ini memilih untuk
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mencalonkan calon legislatif meskipun bertentangan dengan pakta

integritas. Tipe partai ini cenderung berusaha untuk meloloskan kadernya

agar memperoleh kursi jabatan di pemerintahan.



VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan

bahwa tipologi partai politik dan implikasi pakta integritas terhadap

penyusunan legislatif pemilihan umum khususnya pada Partai NasDem,

Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar adalah sebagai berikut:

1. Partai NasDem

1.1 Tipologi Partai Politik

Partai NasDem tergolong dalam tipologi partai Catch-All karena

Partai NasDem merupakan partai yang berorientasi untuk

mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya dari berbagai kalangan

agar dapat kembali menduduki parlemen, dari Partai NasDem pula

banyak terdapat anggota partai yang berstatus sebagai artis,

sehingga mampu menjadi sorotan dari rakyat dengan

memanfaatkan popularitas anggotanya tersebut.

1.2 Pakta Integritas Partai Politik

Partai NasDem sangat menjunjung tinggi dan menyetujui pakta

integritas. Meskipun Partai Nasdem berusaha mencari suara

sebanyak-banyaknya, tetapi Partai NasDem tidak pernah
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mencalonkan anggota partai yang pernah menjadi mantan

narapidana. Bila anggota partai ada yang terindikasi kasus seperti

yang tercantum dalam pakta integritas maka pihak partai langsung

memecat anggota tersebut dari partai, dan tidak ada toleransi atau

dukungan sama sekali terhadap anggota yang terkena kasus

tersebut.

2. Partai Amanat Nasional (PAN)

2.1 Tipologi Partai Politik

Partai Amanat Nasional (PAN) dikategorikan dalam tipologi

Partai Kartel. Hal ini karena PAN merupakan partai yang bersifat

terbuka, majemuk dan mandiri, berasal dari berbagai etnis,

anggotanya ada yang berasal dari parlemen dan kelompok

kepentingan seperti lembaga swadaya masyarakat ataupun

organisasi lainnya, perekrutan anggotanya diutamakan dari

struktur negara (pejabat).

2.2 Pakta Integritas Partai Politik

PAN pada awalnya tidak mematuhi pakta integritas karena tetap

mencalonkan mantan narapidana korupsi yaitu Bonanza Kesuma

sebagai calon legislatif dari Provinsi Lampung. Namun dengan

adanya PKPU Nomor 14 Tahun 2018, PKPU Nomor 21 Tahun

2018, dan PKPU Nomor 30 Tahun 2018 serta UU Nomor 7 Tahun

2017 Tentang Pemilihan Umum dan UUD 1945 Pasal 28 J

Tentang Hak Asasi Manusia maka PAN dapat mencalonkan
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kembali mantan narapidana korupsi dengan disetujui oleh Bawaslu

dan KPU untuk melengkapi berkas-berkas sebagai syarat untuk

menjadi calon legislatif mantan narapidana korupsi. Bonanza

Kesuma sebagai calon legislatif dari PAN dinyatakan lolos berkas

dan langsung dimasukkan sebagai Daftar Calon Tetap.

3. Partai Golongan Karya (Golkar)

3.1 Tipologi Partai Politik

Partai Golkar juga termasuk dalam tipologi Partai Kartel. Partai

Golkar merupakan partai yang keanggotaan partainya

mengandalkan sosok personal anggota sebagai figur birokrat

(eksekutif) yang dikenal cukup baik oleh publik, partai Golkar

juga merupakan partai koalisi, partai koalisi akan mendapatkan

jatah posisi di kabinet (eksekutif) dan akan mendukung setiap

kebijakan pemerintahan.

3.2 Pakta Integritas Partai Politik

Pada awalnya Partai Golkar tidak mematuhi pakta integritas

karena Partai Golkar tetap mencalonkan anggotanya yang pernah

menjadi mantan narapidana korupsi yaitu Junaidi atau Ahmad

Junaidi Sunardi. Sama hal nya dengan Bonanza Kesuma, Junaidi

juga terkena kasus penggelapan dana partai dengan hukuman 9

bulan percobaan. Saat ini, Junaidi tetap dicalonkan sebagai calon

legislatif Provinsi Lampung dari Partai Golkar.
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Namun, di dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2018, PKPU Nomor 21

Tahun 2018, dan PKPU Nomor 30 Tahun 2018 serta UU Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan UUD 1945 Pasal 28 J

Tentang Hak Asasi Manusia bahwa mantan narapidana

diperbolehkan kembali mencalonkan diri dengan syarat yaitu amar

putusan pengadilan, surat keterangan dari kejaksaan, bukti

pengumuman pernah sebagai terpidana di media massa dan surat

pernyataan dari pimpinan redaksi media terkait. Partai Golkar

telah memberikan syarat-syarat tersebut dan telah dinyatakan

memenuhi syarat atau lolos berkas.Setelah itu, Junaidi dimasukkan

sebagai Daftar Calon Tetap karena telah mengikuti aturan dan

tahapan-tahapan sebagaimana mestinya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat maka peneliti menghasilkan

sejumlah saran, yaitu:

1. Perlunya ideologi-ideologi dari partai yang lebih jelas agar dapat

dengan mudah mengklasifikasikan tipologi-tipologi partai.

2. Perlunya penguatan komitmen partai untuk tidak mencalonkan mantan

narapidana bandar narkoba, korupsi dan atau asusila terhadap anak

sebagaimana yang tertera dalam Pakta Integritas.

3. Adanya pengawasan dan peraturan yang lebih kuat dari KPU dan

Bawaslu untuk partai-partai yang ingin kembali mencalonkan anggota

partai mantan narapidana.
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